PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI SAKSI DALAM
PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam llmu Hukum

Oleh:
NUR AFRIDA
NIM. 0810113084

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012



LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI SAKSI DALAM
PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Disusun Oleh :
NUR AFRIDA

Skripsi ini telah disahkaan oleh Dosen Pembimbedgptanggal :

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,
Paham Triyoso, S.H.M.Hum. Milda Istigom&hH.,MTCP
NIP. 19810619 200812 1 001 NIP. 19620724 198903 1 002
Ketua Majelis Penguiji, Ketua Bagian

Hukum Pidana

Prof. Dr. | Nyoman Nurjaya, S.H..M.S Eny Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 195409251 98003 100 2 NIP. 19590406 19860012 0
Mengetahui,

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H.M.H.
NIP. 19591216 198503 1 00 1




LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI SAKSI DALAM
PERKARA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Oleh :
NUR AFRIDA

0810113084
Disetujii pada tanggal :
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping
Paham Triyoso, S.H.M.Hum. Milda Istigom&®.H.,MTCP
NIP. 19810619 200812 1 001 NIP. 19620724 198903 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Eny Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001




KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas rahmat, karunia serta hidayaly yw@mantiasa tercurah, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudiérfindungan Hukum Bagi Anak
Yang Menjadi Saksi dalam Perkara Kasus KekerasdaanbD&umah Tangga (KDRT)".
Tak lupa penulis sampaikan shalawat serta salamadep junjungan kita Nabi
Muhammad Saw.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultasudukiniversitas Brawijaya.
2. Bu Eny Harjati, SH., M.Hum selaku Ketua Bagiamkdm Pidana.
3. Bapak Paham Triyoso, S.H., M.Hum selaku Dosenldfabing Utama yang ditengah
kesibukan, berkenan memberikan pencerahan, tuntidanarahan, dorongan, teladan
serta bimbingan, kesabaran dan kebaikannya selaos® penulisan skripsi hingga
selesai.
4. Ibu Milda Istigomah, SH. MTCP selaku Dosen Penibihg Pendamping, atas
bimbingan, kesabaran, motivasi dan kebaikannyareef@oses penulisan skripsi hingga
selesai.
5. Seluruh staf akademik dan pengajaran yang twmermbantu memberi kemudahan
dalam segala urusan administrasi.
6. Yang tercinta ayahanda Subadio dan ibunda Nia Aa&milah, serta adik Erni Nur
Indah Sari atas segala bentuk perhatian, kasimgayantuan dan do’a, motivasi, serta

dukungan semangatnya demi kesuksesan dan kelarseg/an



7. Yang terkasih lan Fahmi Ryandika, atas segatdukeperhatian, do’a, kasih sayang
motivasi dan semangatnya dalam segala hal.
8. Dhimas Mahendra Widagdo, atas segala bentuk apanh kasih sayang dan
semangatnya dalam segala hal.
9. Teman-teman Kertowaluyo 12 lat.3 (Linda osc,Cie Dek Vita, Lyana) yang selalu
menemani dalam suka&menghibur dalam duka. Kalianuseteman-teman yang tidak
akan pernah bisa tergantikan.
10. Sahabat tercinta Oktavia Nur Rahman, Ovy RBtianda dan R Dio Widyo atas
bentuk persahabatan selama ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawija908, dan semua teman-teman
lainnya atas persahabatan, persaudaraan dan kenadga lainnya.
12. Seluruh pihak yang memberikan bantuan morilpuaunateriil demi penyelesaian
skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satsgpe.

Meskipun penulis telah mencurahkan segala kemampgmni kesempurnaan
tugas akhir ini, namun penulis menyadari segalautaigan dan keterbatasan. Oleh
karena itu saran dan kritik membangunmerupakan kaasyang sangat berarti demi

penyempurnaan karya selanjutnya.



Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar beaajika dalam penulisan
skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yamgembaja maupun yang tidak di
sengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dakeban menunjukkan jalan
yang benar.

Wassalammu’alikum Wr.Wb.

Malang, Januari 2012

Penulis



ABSTRAKSI

NUR AFRIDA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universi&rawijaya, Januari 2012,
Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi SaksidbaPerkara Kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pembimbing : (1) Pahaiyo$o, S.H., M.H. CN. (2)
Milda Istigomah, S.H. MTCP.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigerasalah perlindungan hukum
bagi anak yang menjadi saksi dalam perkara kasuksr&®an dalam rumah tangga
(KDRT). Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kekgelasan dan kekosongan mengenai
bentuk perlindungan hukum yang secara khusus mangaéngenai bagaimana dan
seperti apa bentuk perlindungan hukum bagi anak yemnsaksi di dalam persidangan,
sedangkan anak sendiri tentunya berbeda dengag dewasa karena anak dianggap
lebih rentan dan seharusnya diberikan bentuk mknigan yang mengatur secara khusus
mengenai anak di dalam suatu peraturan perundastaagan.

Dalam upaya untuk menganalisis dan menjawab mengemnbndungan hukum anak
yang menjadi saksi di dalam kasus kekerasan dalemahr tangga (KDRT), berikut
dengan upaya perlindungan yang dilaksanakan. Makada pendekatan yang dipakai
adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatadang-undang menganalisis apakah
ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan kedalanasyanakat dengan
menghubungkannya mengenai perlindungan anak ditbawaur yang menjadi saksi
dalam persidangan.

Berdasarkan hasil penulisan, penulis memperolelahaw atas permasalahan yang ada,
bahwa di dalam kitab undang-undang hukum acarangjd&ndang-Undang No.13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korbamjahg-Undang No.23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang NoTzZBun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UndataptyrNo.3 Tahun 1997
Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.4 Tahun9 1Bentang Kesejahteraan
Anak belum terdapat pasal yang mengatur secara giga rinci mengenai bagaimana
upaya bentuk perlindungan hukumnya.

Menyingkapi fakta-fakta tersebut diatas, maka pé&itanya keberadaan suatu bentuk
peraturan yang khusus mengatur mengenai bentukiplya perlindungan hukum bagi
anak yang menjadi saksi di dalam persidangan khyaumengenai kasus kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) mengingat disini anaktbegntan.

Kesimpulannya dari beberapa undang-undang yang balgas di dalam skripsi ini
memang telah mengatur beberapa bentuk perlindutgfapi tidak mengatur secara
khusus mengenai bentuk perlindungan terhadap amaly ynenjadi saksi khususnya
dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tanggeerfatah sebagai penegak hukum
harusnya dapat memberikan suatu bentuk pengatarantggas dalam bentuk perangkat
hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak yamgaksi di dalam perkara kasus
kekerasan dalam rumah tangga.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Masalah perlindungan korban dan saksi di dalam esrggeradilan pidana
merupakan salah satu permasalahan yang menjaditiaertdunia internasional. Hal ini
dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindukgeban kejahatan dalam Kongres
PBB VIl tahun 1985 tentangrhe Prevention o€rime and The Treatment of Offenders
di Milan, Italia :Disebutkan Victims right should be perceived as iaegral aspect of
the total criminal justice system(Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang
integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).

Dalam Kongres PBB ini digjukan rancangan Resotestang Perlindungan
korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusikemudian menjadi Resolusi
Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 Novemb®883l tentang Declaration of
Basic Principles of Justice for Victim of Crime awduse of Power Saksi juga
merupakan faktor utama di dalam membuktikan kelznadalam suatu proses
persidangan.

Masalah mengenai perlindungan tersebut selain déhpahda Kongres PBB VII
tahun 1985 juga diatur dalam perundang-undangamdbnesia walaupun dianggap
masih belum spesifik dalam pengaturannya. Saksi fogrupakan faktor utama di dalam
membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidarghini tergambar jelas dalam
Pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangasi dakirutan pertama di atas

alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alakthiyang pertama kali diperiksa dalam

1 UN Congress, Seventh Report, New York, 1986, 4l 1



tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudwdaksi sangat penting dalam
proses peradilan, tidak hanya dalam proses pemagldana, namun juga proses
peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengator@mgenai hal ini, maka dibutuhkan
suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenadungan terhadap saksi.
Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahasalah perlindungan saksi dan
korban menjadi masalah yang sangat krusial. Pemsogng utama adalah banyaknya
saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupwak tiierani mengungkapkan kesaksian
yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yangpda, terutama jaminan atas hak-
hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk keitS&elain itu, hak-hak korban atas
perkara-perkara tertentu juga tidak diberiRefetidakmauan saksi untuk memberikan
keterangan di persidangan tidak hanya terjadi @ind&asus HAM, tetapi juga terjadi di
dalam kasus-kasus seperti kasus kekerasan terpadappuan, salah satunya pada kasus
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Saat ini, beaida peraturan yang secara
khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap gakkorban terlebih lagi apabila
seorang saksi tersebut adalah seorang anak, yangpdneaksi atas kasus kekerasan
yang dialami oleh orangtuanya sendiri, anak yangjade saksi tentunya haruslah
memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hulenmatiap anak merupakan upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasahakaasasi anak (fundamental rights
and freedoms of children) serta berbagai kepentingang berhubung dengan

kesejahteraan seorang anak, seharusnya hal tete&dudiatur secara khusus di dalam

2 Proses persidangan pengadilan HAM ad-hoc untukskasuaor Timur, dimana banyak saksi dari Tim-
Tim yang akhirnya memilih untuk tidak mau dating kedlonesia untuk menjadi saksi karena ada
pengalaman dari beberapa saksi sebelumnya yang ataerigintimidasi psikologis selama proses
pemberian kesaksian.

® Putusan pelanggaran HAM berat di Timor Timu, diméidak ada satupun yang menyebutkan tentang
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi meskipurabugrbukti ada pelanggaran dan terdakwa dinyatakan
bersalah.



undang-undang akan tetapi yang ada hanya beberma@dauidn Pemerintah sebagai
peraturan pelaksana dari undang-undang terternperts®eraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Caréineh@ngan Terhadap Saksi,
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkardatk pidana terorisme, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2@0Bang tata cara perlindungan
khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana peacucang, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungahaap Korban dan Saksi dalam
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Keberadaan dari beberapa Peraturan Pemerintahtisejebutkan di atas
mempunyai ruang lingkup yang sempit, karena pematperaturan tersebut hanya
berlaku untuk kasus-kasus tertentu dan tidak benakuk semua jenis kasus. Di dalam
pelaksanaannya, adanya beberapa Peraturan Pelmegatey mengatur mengenai
perlindungan terhadap saksi tidak menjamin bahwai stan korban akan memperoleh
hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-uendgagg berlaku.

Tidak diberikannya hak-hak saksi dan korban yarggsa tegas telah dinyatakan
dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimmbiktadakpercayaan Saksi dan
Korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi kettkereka berpartisipasi dalam
proses peradilan untuk mendukung penegakan hukuenkeBaan dengan adanya
ketidakpercayaan saksi dan korban, maka adanyarsdtumen yuridis yang mengatur
tentang perlindungan saksi dan korban dalam beohdang-undang sangat penting
adanya. Tujuannya bukan hanya semata-mata untuklukeng proses peradilan dan

penyelesaian perkara secara lebih adil dan kompétéapi juga untuk menunjukkan



adanya tanggung jawab negara terhadap warga nggayang telah mengalami berbagai
tindak pelanggaran hukufn.

Keberadaan saksi dalam sebuah peristiwa terjadimgiak pidana dipandang
sangat penting, karena keterangan saksi merupala@no &al yang sangat dibutuhkan
dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana, hatjales pendapat Prof.DR. Muhadar,
yang menyatakan bahwa :

“Peranan saksi selama ini di kepolisian dalam tahappenyidikan perkara
sangat penting, karena penyidik tidak mampu mengamglengan baik sebuah
tindakan pidana tanpa adanya keterangan saksi,nggja dalam hal ini penyidik
berusaha sedapat mungkin mencari siapa yang dapajadi saksi dalam kasus
tersebut, tetapi bukan berarti tanpa kehadiran sgenyidik tidak melanjutkan
kasus tersebut tetapi selama ini dalam proses pémn penyidik selalu
mengutamakan keterangan saksi karena hal ini juggpdngaruh terhadap
berkas beperkara penyidikan apabila dilimpahkarké&gksaan™

Pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas penyidikesebut tanpa adanya
keterangan saksi oleh karena itu pihak penyidik jsglalu berusaha mencari pihak yang
dapat dijadikan sebagai saksi.

Terdapat kasus KDRT yang terjadi di Bojonegoro @awmur) yang ditangani
oleh Satreskrim Polres Bojonegoro pada 23 Mared 201

“ Ada peristiwva menarik saat sidang dugaan kekeragalam rumah tangga
(KDRT) di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Sef@f/9/2010). Sebab saat menjadi
saksi atas laporan ibunya, Ahmad Zahrain Ursa (I8¢nangis tersedu-sedu dan
berlinang air mata. la tidak tahan saat ditanya rgenai kronologi penganiayaan yang
dilakukan oleh H Abdul Hamid (41) warga desa kecamatan Sumbeiéghupaten

Bojonegoro, yang tak lain adalah bapaknya sendinehnya Abdul Hamid yang berada
di bagian barat anaknya itu hanya tersenyum sinis “

* Masih dalam artikel Universal Declaration of HumRight : “Everyone has the right to.....necessary
social, and the right to security in the event oémployment, sickness, disability, windowhood, aig or
other lack of livehood in circumstances beyonddaistrol.”

® Prof. DR. Muhadar,SH, M.Si, Perlindungan Saksi darban Dalam Sistem Peradilan Pidana, CV.
Media Nusantara, Surabaya.

® http://.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_& ildinal/2010-09

20/78049/Sidang_KDRT, Anak Nangis-Bapak 27Cengem¥sdiakses 08 Oktober 2011, 15.50 WIB.




Dalam kasus tersebut menurut Prof. DR Muhadar, aigayg harus dilakukan
adalah yaitu :

1. Mengambil saksi dan memasukkannya ke dalaemporary Shelter

Untuk mengatasi beban psikologis bagi saksi, hasagera diambil dan
dimasukkan ke dalarihemporary Sheltesebagai persinggahan sementara bagi saksi.
Karena tentunya anak yang menjadi saksi atas Keskeyasan yang baik dirinya atau
ibunya alami merupakan beban psikologis tersebdyi seorang anak.

2. Memberikan rasa aman.

Selama beberapa hari saksi tentunya mengalamiidioyghg tidak enak, tidak
nyaman dan menakutkan yang sangat tidak berpihg&dieeanak. Oleh karena itu saksi
harus segera dibawa ke tempat yang sangat berképmdda anak berupa kondisi yang
dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta dapaemahi kebutuhan anak baik
kebutuhan fisik maupun psikis.

3. Menghilangkan trauma.

Diberikan berbagai kegiatan yang dapat menghilamgk@uma dengan berbagai
upaya :

a. Memberikan berbagai kegiatan positif sehingga sakspat melupakan

berbagai kondisi yang tidak nyaman, trauma daakkean.

b.Dijauhkan dengan berbagai hal yang menyinggungtenkejadian buruk
yang dialami saksi selama ini.

c.Diisolasi dari pihak lain (pers dan pihak yang kiteerkepentingan).



d. Memberikan penjelasan secara komprehensifrignt@asalah yang dihadapi
oleh saksi baik yang berkaitan dengan masalah |sosiapun yang berkaitan
dengan proses kesaksian hukum yang akan dijalani.

4. Melanjutkan proses hukum berkaitan apabila digan.

Saksi tetap akan melanjutkan proses hukum yari@gib@n dengan kesaksiannya,
antara lain :

a. Memberikan informasi untuk dapat memberikan rka@asubagi proses pembuatan
Berita Acara Pidana (BAP).
b. Memberikan Kesaksian di muka persidangan.

Kedua hal tersebut harus didampingi oleh penasallaim dan pekerja sosial,
sehingga prosesnya dapat benar-benar berperspakaf anak. Namun sejatinya dalam
pelakanaannya upaya perlindungan tersebut belummaksimal penerapannya. Dari
uraian di atas penulis berinisiatif untuk melakukzenelitian lebih mendalam terkait
bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberigdnratiap anak yang belum dewasa
yang dijadikan saksi atas perkara kasus kekeragl@mdrumah tangga yang menimpa
pada orangtuanya, karena tujuan dibentuknya undadgng adalah sejatinya untuk

melindungi seluruh kepentingan warga negaranya.



B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yangadesaksi dalam kasus KDRT

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Mengapa anak yang menjadi saksi dalam kasus Kp&Il mendapat perlindungan

hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengkenusan mengenai perlunya
perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan sak¢ard kasus kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT).

2. Untuk mengidentifikasimendeskripsikan dan mengkajimusan mengenai

perlindungan saksi dalam peraturan perundang-uraeadigndonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan ad&p pihak-pihak yang

membutuhkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pemgeta hukum mengenai
masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dandpagan hukum terhadap
anak yang menjadi saksi dalam kasus kekerasan dalaah tangga (KDRT).

2. Manfaat Praktis



Bagi Akademisi:

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai penangeylindungan hukum

terhadap anak yang menjadi saksi atas perkara kagessan dalam rumah tangga

(KDRT).

Bagi Masyarakat:

Kegunaan penelitian ini secara praktis untuk merkéerinformasi atau gambaran

bagi masyarakat dalam memecahkan permasalahan naehkg&erasan dalam rumah

tangga melalui pelayanan pendampingan hukum daaygehn penyelesaian kasus
dalam rumah tangga lainnya serta perlindungan hubagn anak yang menjadi saksi
atas perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bagi Negara :

Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentarijm@ungan Saksi dan
Korban masyarakat menaruh harapan besar bagi gamuntuk juga memberikan
perlindungan secara khusus bagi anak yang bemdadaiam persidangan, terutama
pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tanggagerakekn terhadap anak, kasus
korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kasuwskpelanggaran hak lainnya yang
dilindungi oleh undang-undang.

SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari pemuliskripsi ini, maka dapat

digambarkan sistematika penulisannya sebagai leriku

BAB | 3 Pendahuluan
Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakangelfi@am ini yaitu

mengapa penulis memilih membahas tentang perliraduhgkum bagi



BAB I

BAB Il

BAB IV

anak yang menjadi saksi dalam perkara kasus keltedsam rumah
tangga (KDRT). Kemudian Masalah penelitian yangisbetentang

permasalahan yang akan diangkat penulis dalamssknp Tujuan

penelitian yang menjelaskan tujuan penelitian. Manpenelitian yaitu
menjelaskan manfaat yang didapat yang terdiri mianfaat teoritis dan
manfaat praktis. Sistematika penulisan yaitu bag@amg menjelaskan
tentang susunan dalam penulisan skripsi.

Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum meriganak dalam
perspektif perlindungan hukumnya, anak dan kekarasdam rumah
tangga, pemeriksaan perkara pidana menurut kitadangiundang
hukum acara pidana, pihak-pihak yang terlibat dgiaoses peradilan,
alat-alat bukti dan teori pembuktian dalam perkadana.

Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akagudakan peneliti
dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yametode yang
digunakan dalam skripsi ini. Jenis dan sumber balmakum

menjelaskan tentang bahan hukum apa saja yangakigarpenulis dan
juga darimana bahan hukum tersebut didapatkan.iH @emgumpulan
bahan hukum menjelaskan teknik pengumpulan bah&anhuyang

digunakan peneliti. Teknik analisis bahan hukum jelaskan tentang
teknik analisis yang digunakan peneliti.

Hasil dan Pembahasan



BAB V

Bab ini berisi tentang Analisis Yuridis Perlindungdukum Bagi Anak
Yang Menjadi Saksi Dalam Perkara Kasus Kekerasdanb&umah
Tangga (KDRT), yaitu menguraikan pembahasan teghadasalah
yang diangkat dalam tulisan penelitian dan mengsmainengenai
perlindungan hukum terhadap seorang anak yang diesg&si dalam
kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasangydiperoleh dan
saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yarguriee dan
bermanfaat bagi instansi yang terkait baik masysdraknaupun
pemerintah mengenai perlindungan hukum bagi koklaaos kekerasan

dalam rumah tangga dan perlindungan anak.



BAB ||

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan dan Perlindungan Hukum

Berbicara mengenai perlindungan yang diberikan blétum terkait pula dengan
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimdleh manusia sebagai subyek
hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia segkungan sebagai subyek
hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untulakn&bn suatu tindakan hukum.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingamusia hukum mempunyai
tujuan. Adapun tujuan pokok hukum yaitu menciptatl@anan masyarakat yang tertib,
menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kepemtinganusia akan terlindungi.
Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi dan kewajiban antar
perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenamgn@agatur cara memecahkan
masalah hukum serta memelihra kepastian hukumk utetuli dalam masyarakat hukum
dibutuhan adanya perlindungan hukum.

Menurut Muhadar, yang dimaksud dengan perlindungdalah suatu bentuk
pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak aparat keamanan untuk
memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, de@jparban dan saksi dari gangguan
terorr dan kekerasan dari pihak manapun yang d@eripada tahap penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan dngigangadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlinduhgl (perbuatan dan
sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-Undang &Mo®3 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sdichalengan perlindungan



adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi&sa aman kepada korban yang
dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembagaiakoskepolisian, kejaksaan,
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara nrauperdasarkan penetapan
pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP Nah2n 2002 tentang tata
cara perlindungan korban dan saksi adalah suatduulbepelayanan yang wajib
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau apesiatanan untuk memberikan rasa
aman baik fisik maupun mental, kepada korban disi,sdari ancaman, gangguan, teror,
dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikda tehap penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang peagadil

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum, mpaekiai diketahui
mengenai arti dari hukum itu sendiri. Hukum menur@.T. Simorangkir dan Woerjono
Sastropranotcadalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksay menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakag yhbuat oleh badan-badan resmi
yang berwajib Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan penatyang dibuat
oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengaak&hidupan bermasyarakat yang
mempunyai ciri memerintah dan melarang serta meggusifat memaksa dengan
menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukungyaemadai harus tidak
hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkdalk dan asas-asas yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, @pishpula mencakup lembaga

(institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewiign hukum itu dalam kenyataan.



Pengertian perlindungan hukum adalah suatu pertigah yang diberikan
terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hubaik yang bersifat preventif
maupun yang bersifat represif, baik yang tertulaipun tidak tertulis. Dengan kata lain
perlindungan hukum sebagai suatu gambaran darsifungkum., yaitu konsep dimana
hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertidepastian, kemanfaatan dan
kedamaian.

2.2 Tinjauan Umum M engenai Anak Dalam Prespektif Perlindungan Hukumnya

Pengertian anak menurut Undang-Undang Rl Nomor @Buit 2002 tentang
perlindungan anak di dalam Pasal 1 ayat (1) analahdeseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang rdakim kandungah.

John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pgbad masih bersih
dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang lbdeasdingkungan. Agustinus
mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan oramgsae anak mempunyai
kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan tkeder yang disebabkan oleh
keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadi#p kehidupan, anak lebih mudah
belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dstran-aturan yang Dbersifat
memaksd.

Sobur (1988), juga mengartikan anak sebagai oratey manusia yang
mempunyai pikiran, sikap, perasaan dan minat berlskeshgan orang dewasa dengan
segala keterbatasan. Definisi anak menurut Haditanek adalah makhluk yang

membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan teragapbrkembangannya. Selain itu

! Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan Perat®amerintah Negara Tahun 2010 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Y http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/petign  anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-
psikologis, diakses pada 29 September 2011, 1610 W




anak merupakan bagian dari keluarga dan keluargabere kesempatan kepada anak
untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkangan yang cukup baik dalam
kehidupan bersanta.
Berdasarkan Konvensi internasional bahwa:
“‘Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baikgyailakukan oleh
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintahu asavasta, lembaga
pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legigatkepentingan terbaik bagi

anak harus dijadikan pertimbangan utama bagi kejpgain anak dalam lingkup
keluarga dan masyarakat.”

Konvensi diatas menjadi dasar Negara-negara duniarnasioanal untuk
melakukan perlindungan anak dilihat dari sudut pagdhukum. Menurut Goeffrey
Robertson QC? konvensi tersebut mengharuskan Negara-negara umarghormati
satuan keluarga sebagai lingkungan yang palingkcbagi pertumbuhan seorang anak,
dan menekannkan bahwa anak tersebut harus memphalauntuk mengetahui dan
dirawat oleh orang tuanya. Konvensi ini mengakuiakarsebagai seorang yang
independen, yang dikaruniai kebebasan berfikir darbicara, dan juga mendapatkan
kesempatan untuk berpendapat berkaitan denganusgputuntuk kesejahteraan yang
bobotnya sesuai dengan umur dan kematangannyaisendi

Dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 gpitasejahteraan Anak,
yang kemudian secara yuridis ditindak lanjuti oléhdang-Undang No 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, dan baru dapat diredliga secara khusus dengan adanya
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungaak. Di dalam Undang-

Undang No 39 Tahun 1999 telah diatur secara umumgemai hak anak, serta

9L
Ibid
- Geoffery Robertson QC, Kejahatan Terhadap KemaansiBerjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan

Global, terjemah Crimes Againts Humanity : The §¢le For Global Justice, Penguin Book, 2000, him
120.



pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orandseliegrga, masyarakat, pemerintah,
dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Hal yang mendasari pembentukan Undang- Undang Nag&ahun 2002 adalah
serupa dengan apa yang dikemukakan dalam konverstasl dengan begitu secara
perspektif hukum di indonesia telah berupaya meikderperlindungan terhadap anak.
Dengan jalan meratifikasi konvensi tersebut menjadiang-undang, Hal ini tampak di
dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomer 23 Ta@@02 yang menyebutkan
bahwa :

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawabrang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan negara merupakan ramgk&egiatan yang dilaksanakan
secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hakkaRangkaian kegiatan tersebut
harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin petiuhan dan perkembangan anak,
baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakni dimaksudkan untuk mewujudkan
kehidupan terbaik bagi anak yang di harapkan sebagaerus bangsa yang potensial,
tangguh, memiliki nasioanlisme yang dijiwai olehhi@k mulia dan Pancasila,
sertaberkemauan keras menjaga kesatuan dan persatusgsa dan negara

Menurut Undang-Undang ini,upaya perlindungan apelfu dilaksanakan sejak
dari janin dalam kandungan sampai anak berumuati@nt Dalam rangka perlindungan
anak tersebut, Undang-Undang juga memberikan perigan anak berdasarkan asas
non diskriminasi, asas kelangsungan hidup dan pds&agan, serta asas penghargaan

terhadap pendapat anak. Hal-hal itulah yang utamdipgmin di dalam Undang-Undang

ini.

Hal penting yang perlu dilakukan dalam peratur@nupdang-undangan yang
berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapatikaitkan dengan berbagai
faktor seperti : kondisi ekonomi, sosial politikndaudaya masyarakat. Dalam berbagai
peraturan perundang-undangan terdapat pebedaaruate/ang mengatur tentang anak,

hal ini di latarbelakangi berbagai faktor yang npaken prinsip dasar yang terkandung



dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peratieamgang-undangan yang berkaitan

dengan kondisi dan perlindungan anak.

2. 2 Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Maraknya kekerasan erat hubungannya dengan sif@sifignakhluk hidup
termasuk manusia untuk mempertahankan diri agaiveut* Disamping itu terjadinya
kekerasan berakar yang kuat dari pada pola pikirealisme dan sikap egdissehingga
kekerasan telah menjadi fenomena sosial yangdieganana mana, baik dalam

masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai kefmlaanan yang dialami
seseorang. Sedangkan definisi kekerasan secanadéygi sangat beragam artinya salah
satunya adalah suatu tingkah laku agresif yandcullan seseorang terhadap orang lain
secara sengaja untuk menyebabkan korban mengatandeptaan lahir atau batin. Pada
umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebpg@mpiasna dorongan naluri
untuk berhasil menyakiti atau menciderai pihak laiang dijadikan sasarannya.

Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinyakibat meredanya daya dorongan itu.

Dari sinilah muncul satu teori kekerasan, yaitritagresif-frustas{frustration-
aggression theoryyang menerangkan “Adanya pertautan langsung armtarajarar

frustasi tertentu yang dialami seseorang dengabulimya kecenderungan bertingkah

1 Muhammad Jafar Anwar, Kekerasan dan Anti Kekerabtjalah Amanah No.31 Thn XVI, Oktober
2002, him 12.

2Glen D. Paige,dkk, Islam and Non Violance oleh Mufig Raman dengan judul Islam Tanpa Kekerasan,
Cetakan | Yogyakarta, 1998, him 78.



laku agresif™™® Jika tingkat agresivitasnya dikaitkan langsungg@enderajat frustasi,
maka tingkah laku yang dapat diklasifikasikan méngangat luas karena bukan saja
menimbulkan korban manusia saja, melainkanyang mtarikan korban harta benda
seperti suami yang marah lalu membanting piringlaBgkan teori kekerasan lainnya
dikenal dengan nama teori kekerasan pembelajaraial §gosial leraning theory),
dimana menurut teori ini tindakan kekerasan padaiminya adalah hasil proses
pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkamnya dalam hal ini lingkungan
sosialnya,termasuk lingkungan keluatgaDalam realitasnya kebersamaan keluarga

adalah merupakan lingkungan pergaulan anaka yatmgg®a dan utama.

Kekerasan juga dapat diartikan sebagai segala k@mdgang mengakibatkan
kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pethdéfinisikan. Jika kesakitan
merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, kitpatdamengambil definisi dari
kesehatan Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 Tah@®2. 1Resehatan adalah
“Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yangmungkinkan setiap orang hidup
produkrif secara sosial dan ekonomi.”

Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHRgsehatan adalah
keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun saaal tidak hanya terbebas dari
penyakit dan cacatBerarti, ada empat aspek kesehatan fisik,mentsilalsdan ekonomi.
Setiap individu, atau kelompok masyarakat tidak eenhi semua indikator kesehatan
ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau s#&latena itu, kesakitan pun memiliki

empat aspek : fisik, mental, sosial dan ekonomitbpgn kekerasan.

13 Erich Fromm, The Anatomy of Destructivenes, déerihkan oleh Imam Muttagin dengan judul Akar
Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak MenuCetakan | Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000,

him xix.
14 \bid., him 67-68.



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayaméhgartikan kekerasan
dalam rumah tangga ialah :
"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama parampyang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psgislaan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuaiamaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkuphuarayga”

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 20@&bdikan bahwa lingkup
rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
1. a. Suami, istri dan anak.

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kelualgagan orang sebagaimana
dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perdawpersusuan, pengasuhan dan
perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

c. Orang yang bekerja membantu rumah tanggantametap dalam rumah tangga
tersebut.

2. Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud padif ¢ dipandang sebagai
anggota keluarga dalam jangka waktu selama beradamdrumah tangga yang
bersangkutan.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tanggaurut Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 tercantum pada pasal 6, papalsal 8 dan pasal 9 yaitu :

» Kekerasan fisik (pasal 6 Undang-undang Nomor 23im&004)

Kekerasan fisik merujuk pada serangan terhadap idiofidik seseorang,
misalnya : pemukulan, penganiayaan, pembunuhan.

» Kekerasan psikis (pasal 7 Undang-undang Nomor 28T a004)

Kekerasan ini merujuk pada serangan terhadap konakstal, mislanya

merendahkan, menghina, memojokkan, menciptakan rdegtingan,



pembatasn aktivitas, ancaman termasuk yang sanlgit melakukan rayuan
yang membuat perempuan tidak berdaya.

* Kekerasan Seksual (pasal 8 Undang-undang NomoaRG@rir2004)
Kekerasan ini mengarah pada serangn atas alakelamin/seksual atau
reproduksi, misalnya pelecehan seksual, pemaksadgrungan seksual
tertentu, perkosaan (termasuk dengan menggunakath @ikan penis),
perbudakan seksual, pemukulan dan bentuk-bentuler&s&n lain yang
menyertai hubungan intim, bias sebelum atau sesuddiungan intim,
pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubunganuaekgpemaksaan
aktivitas tertentu, pornografi, penghinaan terhadafisualitas perempuan
melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan padaumtrik terus menerus
hamil atau menggugurkan kehamilan. Kekerasan skkgaiag dialami
perempuan, biasanya disertai dengan kekerasanadssikerain, baik fisik,
mental maupun ekonomi.

» Kekerasan Penelataran Dalam Rumah Tangga Atau &skerEkonomi (pasal 9

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)

Kekerasan berdimensi ekonomi yang dialami peremptamasuk yang
terbanyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalaah tangga. Sekalipun
dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, laki-ldkempatkan sebagai
kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mew@rimembari nafkah
kapada istri, tetapi tidaksedikit dari mereka yangnelantarkan istri dan

anak-anak. Bahkan ada yang secar sengaja menggenulapatan istri,



melarang istri bekerja tetapi juga tidak memberikeamg atau pendapatan
yang cukup untuk keluarga.

Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publikptguga terjadi dalam ruang
domestik (rumah tangga). Pelaku kekerasa dalamhriamgga didominasi oleh laki-laki,
baik suami terhadap istri maupun ayah terhadap-anaknya. Jika dikaitkan dengan
teori “relasi Kekuasaan” dari M.Facult, kekerasatath rumah tangga ini boleh jadi
disebabkan oleh persepsi suami, bahwa dia sebagaisk keluarga yang mempunyai
kekuasaan terhadap istri dan anak-anaknya. Suama kaerasa berkuasa terhadap
anggota keluarganya, iapun merasa berkuasa pulakukeln kekerasan dalam rumah
tangga. Menurut Facult,bahwa kekuasaan itu memamglecung menindas bahkan
kebenaran itu tidak berasa diluar kekuasaan, mdaedi dalam kekuasaan.

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, telah meran kekerasan fisik
adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakify gdkit, atau luka berat. Sedikit
berbeda dengan definisi kekerasan fisik dalam nsyéang dibuat oleh DPR tanggal 6
Mei 2003, yaitu *°

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang meibg#kan rasa sakit, cedera,

luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kagan, pingsan, dan atau

menyebabkan kematian.

Selain kekerasan fisik, Undang-Undang tersebuta jugengatur mengenai
kekerasan psikis yang menurut Pasal 7 yang dimakskersan psikis adalah perbuatan
yang mengakibatkan ketakutan, kehilangnya rasaygediri, hilangnya kemampuan

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau pegadepsikis berat pada seseorang.

5 M. Facult, Power Knowledge, Panthenon Books, NewkY$980, him 113.
®Rika Sarasawati, Perempuan dan Penyelesaian Kakedatam Rumah Tangga, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2006, him 21.



Yang dimaksud penderitan psikis berat ini tidalkeldgkan lebih lanjut oleh undang-
undang. Berbeda yang terjadi pada waktu pembahBRsa@cangan Undanga-Undang
tersebut dimana DPR memberikan usulan adanya peajepsikis berat sbagai berikut.
Kondisi yang menunjuk pada terhambat kemampuan kunteenilmati hidup,
mengembangkan konsepsi positif tentang diri damg@riain, kegagalan menjalankan
fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinyssaieh-masalah serius, misalnya
depresi,gangguan trauma, destruksi diri, bahkaargnya kontak dengan realistis.
Selain pengaturan mengenai kekerasan fisik daaspgndang-undang ini juga
mengatur mengenai kekerasan seksual yang diagiaagai :
 Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadaqy menetap dalam
lingkup rumah tangga tersebut.
» Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seoaterg tngkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komedsialatau tujuan tertentu.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tala@# 2limaksud, kekerasan

seksual versi Pusat Komunikasi Kesehatan Bersp@ktiider adalah.

Setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksugbasekepada memaksa
seseorang untuk melakukan hubungan seksual tangatpgian korban atau di
saat korban tidak menghendaki (istri sedang sakit @menstruasi(; dan atau
melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yashak tivajar atau tidak
disukai seksualnya, memaksa istri berhubungandehgan orang lain, memaksa
istri menjadi pelacur.
Kekerasan jenis lain yang muncul dalam undangsupdai adalah kekerasan
ekonomi. Sayangnya undang-undang ini tidak sec@eplisit menyebutkan istilah
“kekerasan ekonomi” melainkan menggunakan istilapehelantaran rumah tangga”,

yang menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahua 208alah :

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalanghup rumah tangganya,

padahal menurut hukum yang berlaku baginya itu kargersetujuan atau



perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatatau pemeliharan kepada

orang tersebut.

Sedangkan di dalam usulan DPR tanggal 6 Mei 2003yeimitkan istilah “kekerasan
ekonomi” yang diartikan sebagai :

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian seekonomi dan telantarnya

anggota keluarga dan atau menciptakan ketergardongkonomi dengan cara

membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dedéamu di luar rumah, tidak
memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol teqhadimber-sumber ekonomi dan
menelantarkan anggota keluarga.

Menurut Rika Saraswafi dengan digunakannya istilah penelantaran rumah
tangga dalam undang-undang tersebut tampak bahwauag undang-undang cenderung
mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnyat dhkatakan sebagai kekerasan
ekonomi. Penelantaran rumah tangga dan menimbkkdaargantungan secara ekonomi
hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekeraekonomi, seperti
mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istrkeba, tetapi penghasilannya
kemudian diminta suami dan istri tidak memiliki aksapapun atas penghasilannya
tersebut, memakai dan menjual barang-barang nsilikkeperluan yang tidak jelas, dan
sebagainya.

Dalam hal ini kedudukan anak juga bisa merupakehdn secara tidak langsung,
sedangkan yang dimaksud dengan korban itu sendimg ydikemukakan oleh Arif
Grosita, bahwa korban ialah :

"Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniahgsekakibat tindakan orang lain

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendia atang lain yang bertentangan

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita."

pid, him 27.



Selanjutnya pengertian korban menurut Undang-umddomor 23 Tahun 2004
berbunyi : “Korban adalah orang yang mengalami iedan dan/atau ancaman kekerasan
dalam lingkup rumah tangga.”

Oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentangngengan saksi dan
korban yaitu : “ Korban adalah seseorang yang mlanagenderitaan fisik, mental dan
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tinoidana.”

Dikarenaan anak dalam lingkup rumah tangga mallaim yang mengetahui
bagaimana seorang ibu diperlakukan secara melaw&anmh oleh bapaknya sendiri,
sehingga anak yang mengetahui peristiva tersebutgahemi penderitaan secara
psikisnya karena seorang anak mengalami rasa kebaehlean takut yang berdampak
pada kondisi mentalnya.

Dalam hal penanggulangan terhadap tindakan pid&RIT telah banyak diatur
di dalam undang-undang sebagaimana telah dipapalikatas, tetapi penanggulangan
terhadap tindak pidana KDRT dalam mewujudkan pé#raol secara hakiki yang
melindungi Hak Asasi Manusia tidak secara eksplisdtaur lengkap oleh Undang-
Undang tersebut. Chambliss & Seidman yang didukateh Satjipto Raharf8
menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua unsur yangakan faktor yang turut
menentukan dalam pewujudan pemulin@estorative) dalam penanggulangan tindak

pidana KDRT tersebut, yaitu :

« Tujuan yang hendak dicapai dengan penyelesaiarksengu. Apabila tujuan

yang hendak dicapai oleh pranata adalah untuk maekai para pihak setelah

= Sartjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasmdsing, 1979, him 52-53.



sengketa itu, maka orang dapat mengharapkan bakaaan disitu akan lebih
diletakakan pada cara-cara mediasi dan komprorbglikaya apabila tujuan
pranata itu adalah untuk melakukan penerapan paraperaturan(rule
enforcementimaka cara penyelesaian birokratis mungkin akarh lbRnyak
dipakai, dimana sasarannya yang utama adalah omeuketapkan secara tegas
apa yang sesungguhnya menjadi isi dari suatu paraitu serta selanjutnya
menentukan apakah peraturan itu serta selanjutnya.

Tingkat perlapisan yang terdapat dalam masyaraRamakin tinggi tingkat
perlapisan yang terdapat didalam masyarakat, senba@sar pula perbedaan kepentingan
dan nilai-nilai yang terdapat disitu. Dalam keadgang demikian maka lapisan atau
golongan yang dominan akan mencoba untuk mempekah&elebihannya dengan cara
memaksakan berlakunya peraturan-peraturan disitg yeenjamin kedudukan. Berbeda
dengan keadaan pada masyarakat sederhana dimgkat fiemakaian teknologi masih
rendah, kesepakatan nilai masih mudah dicapai dim@rukunan merupakan pola
penyelesaian sengketa maka di dalam masyarakat ryemgpunyai perlapisan yang
tinggi dengan susunan masyarakat yang mendorondulintya ketidaksamaan
(inequality),penerapan peraturan dengan pembebanan sanksi kemypaza kerja yang
cocok untuk masyarakatnya.

Sedangkan berkaitan dengan penegakan hukum ter{®R®T, Rukmana
Amanwinata, berpandangan bahwa pada kasus KDRA perkara yang pelaku maupun
korbannya anak-anak yang masih dalam lingkup doknestat ini penyelesaiannya
dilakukan melalui peradilan umum yang memiliki gyst hukum acara pidana yang

berlaku bagi tindak pidana umum, padahal apabKajidperkara kekerasan dalam rumah



tangga memiliki karakteristik tersendiri yang temta memiliki kekhususan pula dalam
hukum acara, lembaga, pola penanganannya, pembuogsiadan lain sebagainya, oleh
karena itu sebagaimana pula tujuan yang hendalpalicdeh Negara Indonesia adalah
terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik sg@fitmaupun materiil berdasarkan

Pancasila, sehingga disebut juga Negara hukum iyemgjliki karakteristik mandiri.

2.3 Pemeriksaan Perkara Pidana M enurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

2.3.1 Tahap-Tahap pemeriksaan Perkara

1. Penyidikan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dardapasal 1 butir 2
disebutkan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidindehal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencariasmengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak n@dyang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan/égwadronderzoek)yang
seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencariao pengumpulan “bukti faktual”
penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika pepat diikuti dengan tindakan
penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terbhadapg atau bahan yang diduga
erat kaitannya dengan tindak pidana yang tefjadi.

Berbeda dengan pemeriksaan di sidang pengadil&si gang diperiksa dalam

tingkat penyidikan ini tidak perlu disumpah, kecyida dengan tegas saksi tersebut

19 Al. Wisnubroto,Opcit, hal. 2



menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaaitang pengadilan, maka saksi perlu
disumpah agar keterangan yang diberikan ditingkatyjlikan memiliki kekuatan yang
sama seperti jika diajukan di persidangan.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHARalakl Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Nemgaf tertentu yang diberi
kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimilénypdik, sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampagaie huruf ] KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari sesecgatany adanya suatu tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditem padile.

3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan miesadenda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledédrapenyitaan.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksaagabtersangka atau saksi.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalabuhgannya dengan

pemeriksaan perkara.

9. Mengadakan penghentian penyidikan.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yantabggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengemberitahuan kepada
penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatutpeipidana telah mulai dilakukan.
Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikaralune mekanisme Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hasetent diatur dalam ketentuan

Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangaghambat adalah tidak ada



ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunygidiean harus diberitahukan
kepada Penuntut Umuffl. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75ARUtdnpa mengurangi
ketentuan dalam undang-undang, harus selalu diberdta acara tentang pelaksanaan
tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukawkti yang cukup atau
peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atewnylikan dihentikan demi hukum,
maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Pengirerenyidikaf® Dalam hal ini
apabila surat perintah penghentian tersebut telaterbdkan maka penyidik
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tgksamtau keluarganya. Apabila
korban atau keluarganya tidak dapat menerima paeiginepenyidikan tersebut, maka
korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalasrnurus ke atas atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukaremadian kepada ketua pengadilan
sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraperundang-undangan yang
berlaku. Mekanisme keberatan tersebut diatur datasal 77 butir a KUHAP tentang
praperadilan.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan peRgiadli penyidik wajib segera
menyerahkan berkas perkara tersebut kepada perumtun. Dan dalam hal penuntut
umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebrgnigulengkap, penuntut umum
segera mengembalikan berkas perkara tersebut k@esyadik disertai petunjuk untuk

dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkasil penyidikan, dalam waktu 14

- Soeparno Adisoeryd,embaga Pengawas sistem Peradilan Pidana TerpaduAzministrasi
Peradilan sistem Peradilan TerpadiMakalah disampaikan pada Semiloka 1l: AdminisitReradilan:
Lembaga Pengawas Siatem Peradilan Terpadu, Jakérdali 2002), hal. 13.

L IndonesiaUU Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidab& No. 8, LN No. 76 tahun

1981, TLN No. 3209, ps. 109 ayat (2).



hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas lbetsenaka penyidikan dianggap
selesai.
2. Penuntutan

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyrékmpahkan berkas perkara
tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perielah diterima oleh penuntut
umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umaka telah masuk dalam
penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan batag@ngertian tentang
penuntutan sebagaimana dimaksud dakitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
dalam pasal 1 butir 7 menyebutkan :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untukmpahkan perkara pidana

ke pengadilan negeri yang berwenang dalam halndamurut cara yang diatur

dengan undang-undang ini dengan permintaan supjpgaksa dan diputus oleh
hakim di siding pengadilan.

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa penuntmtimy dalam rangka
pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Berumum adalah jaksa yang
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk meaku penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewe@yan penuntut umum
segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasidiksgyi Dalam hal didapati oleh
penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti gpeuastiwa tersebut bukan
merupakan peristiva pidana atau perkara ditutupi derkum, maka penuntut umum
menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam ssatat ketetapan. Apabila

tersangka berada dalam tahanan, sedangkan suetbpaet telah diterbitkan maka



tersangka harus segera dikeluarkan dari tahandanj@®mya, surat ketetapan yang
dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangkaun@n surat ketetapan tersebut
disampaikan kepada tersangka atau keluarga ataasipah hukum, pejabat rumah
tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas suratidede ini maka dapat dimohonkan
praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, mgiesatu KUHAP dan apabila
kemudian didapati alasan baru, penuntut umum day@dkukan penuntutan terhadap
tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepdtayas segera dilimpahkan
kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permia@ga segera mengadili perkara
tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwyeng dibuat oleh penuntut umum
diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Sur&tvdan tersebut berisikan identitas
tersangka dan uraian secara cermat, jelas dandpnglengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempakipdiana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah suratatakwaik dengan tujuan
untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutganuntutannya, maka hal
tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengaditaretapkan hari sidarfg.Perubahan
surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya sdiutsédlambat-lambatnya tujuh hari
sebelum sidang dimuldi. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat
dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikaadkeperdakwa atau penasehat

hukumnya dan penyidi&

2 |bid. ps 144 ayat 1.
% |bid, ps 144 ayat 2.
* |bid, ps 144 Ayat 3.



3. Pemeriksaan di Persidangan

Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan bahwa fadrapriksaan di sidang
pengadilan ada tiga jenis yaitu :Pemeriksaan dg&ditan Negeri, Pemeriksaan Tingkat
Banding dan Pemeriksaan Kasasi, yang akan pemaikan dibawah ini. Menurutnya
Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal ada togaaapemeriksaan ialah (1) Acara
Pemeriksaan Biasa, (2) Acara Pemeriksaan Singkat3jaAcara Pemeriksaan Cepat.
1. Acara Pemeriksaan Biasa : berdasarkan suratagakvihakim majelis dan perkaranya
sulit pembuktiannya.
2. Acara Pemeriksaan Singkat : kejahatan atau ggdaan yang pembuktian serta
penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
3. Acara Pemeriksaan Cepat terdiri dari : Acara étsaan Tindak Pidana Ringan,
perkara yang diancam dengan pidana penjara atamd@am paling lama tiga bulan dan
atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima raipgah dan pemidanaan ringan.
Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lirdas didak diperlukan berita acara
pemeriksaan, dengan catatan berkas segera diser&bkada pengadilan, berisi hari,
tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadapagidan yang dibuat oleh
penyidik. Selanjutnya dikatakan bahwa pemeriksaagkat banding - terdakwa atau
penuntut umum berhak minta banding terhadap putpsagadilan - kecuali putusan
bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukunpuatarsan pengadilan dalam acara
cepat, tenggang waktu banding tujuh hari - memamdmng tidak mutlak. Dalam
pemeriksaan kasasi, terdakwa atau penuntut umunat da@ngajukan permintaan
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecu#lisgu bebas. Putusan yang

dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Aigiledgkeputusan perkara pidana



pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selaani gada Mahkamah Agung, dengan
tenggang waktu mengajukan permintaan pemeriksagsaskadalah 14 hari setelah
putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepadakwa dengan catatan harus ada
memori kasasi. Nyoman Serikat Putra Jaya dalamriyzkjuga mengungkapkan bahwa
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jugmgenal lembaga "upaya
hukum luar biasa" yang terdiri dari Kasasi Demi &ejingan Hukum dan Peninjauan
Kembali. Upaya hukum luar biasa ini dapat dilakuketmadap putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
1. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajiatu kali oleh Jaksa Agung -
putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak bolebrugkan pihak yang
berkepentingan.
2. Peninjauan Kembali terhadap putusan pengaditang yelah mempunyai kekuatan
hukum tetap diatur dalam Pasal 263 Kitab UndangngdHukum Acara Pidana dan
Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Pelaksanaan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Asas yang berlaku, pemeriksaan di sidang pengadilakukan oleh Majelis
Hakim yang jumlahnya ganjil yang pada umumnya Jgreerdiri dari seorang Hakim
Ketua dan dua orang Hakim Anggota, namun jika keingla tidak memungkinkan atau
terhadap perkara-perkara tertentu sangat dimungkirduatu perkara diperiksa oleh
hakim tunggal atas izin Ketua Mahkamah Agung meagemajelis hakim ini
dimaksudkan untuk menghindari adanya subjektividalam peradilan di Pengadilan
Negeri, apa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Urbemipa dakwaan, tuntutan, dan

semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakimétgjhakim dan dijadikan dasar



pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadagautersebut semua pihak diberi
kesempatan untuk menyatakan sikap; menerima, jpikir-atau akan mengajukan upaya
hukum atau akan mengajukan grasi. Jika putusam te¢éampunyai kekuatan hukum yang
tetap (nkracht van gewijsde maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan
(dieksekusi). Pelaksanaan eksekusi putusan peagadélam perkara pidana adalah
jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa teadbkbas atau lepas sedangkan
status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa bagesa dikeluarkan dari tahanan dan
dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diiadlika amar putusannya
menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjatauaungan, maka jaksa segera
menyerahkan terdakwa ke Lembaga PemasyarakatarA@)Adhtuk menjalani hukuman
dan pembinaan. Pelaksanaan putusan hakim haruta#doe dengan pelaksanaan pidana.
Pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa sedgmglkksanaan pidana, tergantung
dari jenis pidananya.

1. Pidana mati menurut Pasal 11 Kitab Undang-unddmgum Pidana adalah algojo
pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali g@rigt di tiang gantungan pada
leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempgiidana berdiri. Namun
berdasarkan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 pidanadimeisanakan oleh regu tembak
dari kesatuan Polisi Republik Indonesia, di suatagat yang termasuk wilayah hukum
pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.

2. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan di bgmmPemasyarakatan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyamna

3. Pidana denda yang melaksanakan adalah Jaksa.



Perlindungan hukum bagi saksi dalam proses paragiidana tidak terlepas
dengan tahapan-tahapan proses peradilan pidasentliri, mulai dari penyidikan hingga
adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap sartpas pada pelaksanaan keputusan
pengadilan.

2.3.2 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana

1. Penyidik

Dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukuar#®®@idana menyebutkan
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik hedia atau pejabat pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh amgdundang untuk melakukan
penyidikan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUH&Bbutkan bahwa
“Penyidikan” itu adalah serangkaian tindakan Pehkyidlam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari seagumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana ydegadi guna menemukan
tersangkanya. Andi Hamzah, secara global menyebuigberapa bagian Hukum Acara
Pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.

2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

5. Penahanan sementara.

6. Penggeledahan.

7. Pemeriksaan atau interogasi.



8. Berita Acara.

9. Penyitaan.

10. Penyampingan perkara.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dagep#aliannya kepada penyidik
untuk disempurnakan.

Adapun mengenai “Penyelidik” menurut Pasal 1 angk@UHAP adalah orang
yang melakukan “Penyelidikan” yaitu serangkaiarddkan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebmngkkt pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cgang diatur dalam undang-
undang ini.

Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa tampbdsjaubungan erat tugas dan
fungsi “penyidik” dan “penyelidik”. Penyelidikan kanlah fungsi yang berdiri sendiri,
terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanyaupakan salah satu cara atau metode
atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahuidakan lain yaitu penindakan
yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledadrayitaan, pemeriksaan surat,
pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaiapeayerahan berkas perkara kepada
Penuntut Umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah petgangpejabat penyidik
sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 62ajatHAP sudah ada dan telah
ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa PP 2Motahun 1983 tentang
pelaksanaan KUHAP. Di dalam Pasal 2 Peraturan Reta@ler No. 27 tahun 1983

menyebutkan:



(1) Penyidik adalah:

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tantgahg sekurang-kurangnya berpangkat
pembantu Letnan Dua Polisi.

b. Pegawai negeri sipil tententu yang sekurangdgmga berpangkat Pengatur Muda
Tingkat | ( Golongan IlI/b) atau yang disamakan @mBejabat itu.

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak gegabat penyidik sebagaimana di
maksud dalam ayat (1) huruf a maka Komandan Sdképolisian yang berpangkat
bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi kaj@m@annya adalah penyidik. Pasal 2
ayat 5 dan 6 PP No. 27 tahun 1983 menyebutkanjgkmejabat polisi negara Republik
Indonesia diangkat oleh kepala polisi Republik Imelta yang dapat melimpahkan
kewenangannya kepada pejabat polisi lain sesuajatieperaturan perundangan yang
berlaku.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikanuyaédrangkaian tindakan
penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalatatkUndang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkaatgibukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadagnenentukan tersangkanya. Di
samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanadakannya.

2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut uatamjaksa, penyidik yang dari
pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melaluyidényang dari pejabat polisi
negara.

Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap,: yaitu

1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.



2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, pdnynenyerahkan tanggung jawab
atas tersangka dan barang bukti kepada penuntuhumu

Didalam melakukan tugas tersebut seorang penwidijb untuk menjunjung
tinggi hukum yang berlaku, ketentuan ini sesuaigdenPasal 7 ayat 3 KUHAP.
Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semat-tdnddsarkan pada kekuasaan
tetapi berdasarkan kewajiban dan tanggung jawahg&e demikian kewenangan yang
demikian tersebut sesuai dengan kedudukan, tingk&&pangkatan, pengetahuan serta
berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab pdawilewenang penyidik yang dari
pejabat Kepolisian negara terdapat dalam Pasal HARJditerangkan bahwa kewajiban
penyidik sebagaimana tertera pada pasal 6 ayatHARUyaitu :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseaateany adanya tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempeadiilee.
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan mksadeanda pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahgrenyitaan.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksagabtersangka atau saksi.
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalatmuhgannya dengan pemeriksaan
perkara.
i. Mengadakan penghentian penyidikan.
J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yangaoggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasab6 (&y hunuf b mempunyai

wewenang sesuai dengan undang-undang yang memjsali dukumnya masingmasing



dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah keordweasidik tersebut dalam pasal 6
ayat (1) huruf a.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik pegasgeri sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagairyang dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf b, penjelasab dari Pasal 7 ayaK{ZHAP memberi penegasan bahwa
yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sihlnya pejabat bea cukai, pejabat
imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tpgagidikan oleh Undang-Undang
yang menjadi dasar hukum masing-masing dan daldakgamaan tugasnya berada di
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari pejapolisian begara.

2. Penuntut Umum

Di dalam pasal 1 anga 6 b yang dimaksud dengampgrumum adalah :

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undangniukumelakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dikak oleh Kejaksaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHARgaP30 ayat (1) UU No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pid&oadini (UU No.7 drt Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan KTiRdlana Ekonomi) dan Tindak
Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20utal2001) masih dimungkinkan
penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.

3. Hakim

Dalam suatu negara hukum seperti halnya Indonesa&a tugas Hakim dalam
menegakkan hukum dan keadilan merupakan salaldaatw yang pokok dan utama. Di

samping sebagai Pegawai Negeri, Hakim juga berklearmjmenggali, mengikuti, dan



memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidgamh masyarakat sebagaimana
dimaksud Pasal 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang lsglarakehakiman.

Dalam menangani suatu perkara pidana, Hakim meyapwewenang antara lain

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidangg@édilan dengan penetapannya
berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayag{8pabal 26 ayat (1) KUHAP).

2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atpa jaminan uang atau orang,
berdasarkan syarat yang ditentukan (pasal 31 agatHAP).

3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yand tidalir di persidangan tanpa alasan
yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kaldigadirkan dengan paksa pada
siding pertama dan berikutnya (pasal 154 ayat 6 KBH

4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segalaralagas permintaan orang yang
karena pekerjaanya, harkat martabat atau jabatadimggibkan menyimpan rahasia dan
minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (AaS€aKUHAP).

5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seosakgi yang diduga telah
memberikan keterangan palsu di persidangan bailenkarjabatannya atau atas
permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (pasal ya4?aKUHAP).

6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Pemubimum secara singkat agar
diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biaskalsedanya pemeriksaan tambahan
dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Rebudmum belum dapat juga

menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut @@&alyat (3) huruf (b) KUHAP).



7. Memberikan penjelesan terhadap hukum yang herlaa dipandang perlu di

persidangan, baik atas kehendaknya sendiri mapas p¢rmintaan terdakwa atau
penasehat hukumnya (pasal 221 KUHAP).

8. Memberikan perintah kepada seorang untuk mepgacasumpah atau janji di luar
sidang (Pasal 223 ayatl KUHAP).

4. Saksi

Pengertian saksi dalam Kitab Undang-undang Hukuwar# pidana disebutkan
pada pasal 1 butir 26 yaitu :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan ketanamgema kepentingan

penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatkeape pidana yang ia  dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 i{TaB006 tentang
perlindungan saksi dan korban Pasal 1 butir 1 jngayatakan “Saksi adalah orang yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan peikgel, penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang spertkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami seiidir

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acadamia juga memberikan
penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salahaatt bukti dalam perkara pidana
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suaistipa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri demgnenyebut alasan dari pengetahuan
itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orasmpgydidengar keterangannya di

muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas mewmb@egadilan yang sedang



perkara?® Uraian di atas penunjukkan bahwa saksi dalam prpseadilan adalah faktor
penting dalam setiap tahap dalam proses peradiiama.

Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa sadtslah orang yang
memberikan keterangan guna kepentingan penyidpam)ntutan, dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, iat lgendiri dan ia alami sendifi.
Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-undang HukunraéA@adana menyatakan bahwa
pertanyaan yang bersifat “sugestif’ atau menjadzkt boleh dilakukan terhadap saksi
atau terdakwa.

Wirjono Projodikoro memaknai bahwa Seorang saksiladd seorang manusia
belaka atau manusia biasa. la dapat dengan sebghf@ang, dan dapat juga jujur
menceritakan hal sesuatu, seoalah-olah hal yangrbakan sebetulnya tidak benar.
Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sadgtal, dan tergantung dari daya
ingat dari orang perseorang, apa itu dapat diparedgis kebenarann§aSedangkan
S.M. Amin menambahkan bahwa “Saksi tak bersuaratdagrupakan bahan-bahan
yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan mempi&dra benda-benda mati.
Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempatdtajalyang dilakukan®® Dengan
pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa toeyar sebuah kesaksian dalam
proses peradilan pidana, agar terungkapnya semdsk tpidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi ahdadesorang yang

memberikan keterangan dalam proses peradilan pidafh&k menemukan titik terang

% Subekti. Dan R Tjirto Soedibia, Kamus Hukum, PraBgaamita, Jakarta, 1976, him 83.

5 Soeryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid 1, RakuHukum Universitas Diponegoro, Semarang,
1982, him 42.

27 Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia 7.

Mr.S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pra@yaamita, Jakarta, 1981, him 49.



apakah suatu tindak pidana benarbenar terjadi agbaga yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hagesaperian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korduag wajib dilaksanakan oleh
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lemlbagaya sesuai dengan ketentuan
Undang-undang ini. Perlindungan saksi dan korbatujo@an memberikan rasa aman
kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan akefen pada setiap proses

peradilan pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jogmgatur para pihak
yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai gak dapat mengundurkan diri

sebagai saksi adalah (Pasal 168 KUHAP) :

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam gariskeratas atau ke bawah sampai derajat

ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama seteadakwa.

b. Saudara dan terdakwa atau yang bérsama-samgabéba@akwa, saudara ibu atau
saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubutagana perkawinan dari anak-

anak saudara terdakwa sampal derajat ketiga.

c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah b&re¢au yang bersama-sama sebagai

terdakwa.

Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwekamak tidak termasuk dalam
kategori yang tidak dapat didengar keterangannlyagse saksi. Lebih lanjut dalam Pasal
171 KUHAP dinyatakan bahwa anak yang umurnya betoemcapai 15 (lima belas)
tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa unaknberi keterangan tanpa sumpah.

Dengan demikian, memang saksi anak tidak dapatmgiab, namun tetap dapat



memberikan keterangan tanpa sumpBlerdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP,
keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan pad@n alat bukti namun apabila
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari gakgi disumpah dapat dipergunakan

sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadiiatilindungi oleh hukum.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Amalg telah diratifikasi oleh
Indonesia dengalkeputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yaagpon membentuk
pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan petgaepaapat tersebut dengan
bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anglentdapat-pendapat anak
itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan alanuikematangan si anak.

2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus dib&seknpatan untuk didengar
pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadda administratif yang
mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atalum suatu perwakilan atau
badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuari@egaturan-peraturan prosedur
hukum nasional.

Mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat butigysah adalah mencakup
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petukgterangan terdakwa.Dari cerita yang
Anda sampaikan, ada alat bukti surat yaitu berwgsl lrisum (diatur dalam Pasal 187
KUHAP huruf c). Selain itu korban sendiri yang adalanak, dapat memberikan
keterangannya sebagai saksi korban. Didukung dekegaksian teman-temannya untuk

menguatkan keyakinan hakim.



Dalam prakteknya pada peradilan pidana, keterangak korban tindak pidana
dapat diakui sebagai saksi korban. Dalam kasukambannya adalah anak, maka anak
tersebut dapat menjadi saksi korban yang walauplanb berusia 15 tahun dapat
disumpah sebagai saksi. Jadi, memang secara matealk tidak dapat dijadikan sebagai
saksi di pengadilan, namun dalam praktek pemenkg@akara pidana yang ada, anak
dapat dijadikan sebagai saksi maupun saksi ko®beh karena itu, seharusnya perkara
tetap dapat diteruskan walaupun tidak ada saksaske\wwepanjang ada saksi korban dan
alat bukti lain yang mendukungnya.

Sejauh ini belum diatur mengenai bentuk perlindumgsaksi maupun
perlindungan saksi terhadap anak di dalam berlgagaturan perundang-undangan yang
ada. Tidak diberikannya hak-hak Saksi dan Korbamgysecara tegas telah dinyatakan
dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimmbikdadakpercayaan Saksi dan
Korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi ketmkereka berpartisipasi dalam
proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum.

Berkenaan dengan adanya ketidakpercayaan Sak&athan, maka adanya satu
instrumen yuridis yang mengatur tentang perlindan§aksi dan Korban dalam bentuk
undang-undang sangat penting adanya. Tujuannyanbbkaya semata-mata untuk
mendukung proses peradilan dan penyelesaian peskaeaa lebih adil dan kompeten,
tetapi juga untuk menunjukkan adanya tanggung jaMedmra terhadap warga negaranya

yang telah mengalami berbagai tindak pelanggar&arhu



5. Penasehat Hukum

Bertitik tolak bahwa KUHAP lebih memperhatikan hakk azasi manusia maka
eksistensi Advokat/Penasehat Hukum dalam mendaimigrsgngka/terdakwa dirasakan
penting sifatnya. Dalam praktek, sebelum mendamgegrang terdakwa di persidangan
maka Penasehat Hukum harus mendapatkan “Surat Kasaus” dari terdakwa yang
kemudian didaftarkan di Kepaniteraan PengadilaneNegang menyidangkan perkara
tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan olehakevd dipersidangan dan apabila
terdakwa seorang yang tidak mampu dapat didammleli Penasehat Hukum yang
ditunjuk pengadilan berdasarkan “Penetapan” pelkanjuolen Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara itu. Untuk mendapatkan bartuom secara cuma-cuma maka
terdakwa itu harus membuktikan dirinya tidak marbpudasarkan surat keterangan dari
pemerintah setempat.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP maka Penasdbkum sangat
diperlukan, karena pasal tersebut menyebutkan ad&ewajiban bagi pejabat untuk
menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang diarmdana mati atau ancaman
pidana lima tahun atau lebih, juga bagi mereka yalax mampu.

Adapun hak-hak penasehat hukum yang bersifat fuadtal antara lain :

1. Penasehat Hukum berhak menghubungi tersang&k sept ditangkap atau ditahan
pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata carg gidgentukan dalam undang-

undang (pasal 69 KUHAP).

2. Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berhigargan tersangka pada setiap
tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepgatippembelaannya (Pasal 70 ayat 1

KUHAP).



3. Penasehat Hukum tersangka dapat meminta turoesd@ia acara pemeriksaan untuk
kepentingan pembelaanya (pasal 72 KUHAP).
4. Penasehat Hukum berhak menerima dan mengiriat kapada tersangka (Pasal 73
KUHAP).

6. Tersangka atau Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatantaia keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebadakipdindak pidand’ Sehubungan
dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telambenikan beberapa hak
perlindungan terhadap hak asasinya. Hak tersangkdetldakwa selama pemeriksaan di
muka penyidik dan di muka hakim tersebar dalam taglaebab dan Pasal-pasal, antara
lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasall@8A®, kemudian Pasal 144, 163,
213 KUHAP. Hak- hak tersangka ini harus dihargaa d&hormati. Diantaranya sekian
banyak hak tersangka tersebut beberapa diantatzarys terlihat secara nyata dalam
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka bahwa hak-hadeltigt telah terpenuhi atau
dilaksanakan dalam pemeriksaan. Hak-hak tersebarzatain *°
1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemerikdatam hal tersangka ditahan ia
harus sudah diperiksa dalam batas waktu satu ét@tah ia di tahan (Pasal 50 dan Pasal
122 KUHAP).
2. Pada waktu pemeriksaan dimulai, tersangka beunéikk diberitahukan tentang apa
yang disangkakan kepadanya (pasal 51 KUHAP).
3. Dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikeaupan dipengadilan ia berhak

memberikan keterangan secara bebas kepada peatadikakim (Pasal 52 KUHAP).

2 pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
¥ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, him 29-30



4. Sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, pdikyivajib memberitahukan kepada
tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bahtuamm atau ia dalam perkara itu
wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dulaklmlam Pasal 56 KUHAP
(Pasal 114 KUHAP).
5. Dalam pemeriksaan tersangka harus ditanyakdtahpa akan mengajukan saksi yang
dapat menguntungkan baginya, bilaman ada harusawdit dalam berita acara dan
penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasaldyed 3 dan ayat 4 KUHAP).
6. Dalam hal dilakukan penyitaan suatu benda darsahgka, maka dalam
pemeriksaannya itu benda tersebut harus ditujuleem dimintakan keterangan tentang
benda itu (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).
7. Keterangan tersangka diberikan kepada penyibgridan tanpa tekanan siapapun dan
dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka membekktsrangan tentang apa yang
sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengdaktipidana yang dipersangkakan
kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acaraasedengan kata-kata yang
dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 KRHA

Hak-hak tersangka yang dikemukakan di atas hanyasbagian dari pada hakhak
tersangka yang dijamin dan dilindungi undang-undaagm proses penanganan perkara
pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormdath menjunjung tinggi harkat
dan martabat manusia dengan memberikan perlindudganaminan terhadap hak-hak
asasi manusia (tersangka).

Diaturnya secara khusus hak-hak tersangka di d&l@HAP maksudnya tiada
lain agar dalam proses penanganan perkara, hakthaapat memberikan batas-batas

yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat gehagam agar mereka terhindar dari



tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukacara pidana, pembelajaran
jaminan dan perlindungan terhadap tersangka terdebwtama ditujukan agar dalam
penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkasd&ekebenaran materil. Dengan
demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dddHAP yakni untuk menegaskan
kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam s@akamm pidana.

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHA&grang tersangka atau
terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yangrusa dipatuhi dan
dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang. Namedainan dengan hal-hal
tersangka atau terdakwa yang peraturannya tetknaici dan berurutan terlihat bahwa
kewajiban tersangka atau terdakwa tidak demikisgwdjiban tersangka atau terdakwa
tersebar di seluruh KUHAP dan diperlukan ketelitiamuk mencarinya. Kewajiban-
kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapatd€lUHAP itu antara lain:

1. Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaprorpdda waktu yang ditentukan
dalam hal yang bersangkutan menjalani penahananRasal 22 ayat 3 KUHAP).

2. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota ganyidik, penuntut umum atau
hakim yang memberi perintah penahanan, bagi teksaatpu terdakwa yang menjalani
penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 dgat3 KUHAP).

3. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagsategka atau terdakwa yang
menjalani massa penangguhan misalnya wajib laptak tikeluar rumah atau kota
(penjelasan Pasal 31 KUHAP).

4. Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berteara pemeriksaan) untuk

kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP dan @sgehya).



5. Kewajiban menyebut alasan-alasan apabila mekayajpermintaan tentang sah atau
tidaknya suatu penangkapan atau penahanan senenfsan ganti kerugian dan atau
rehabilitas (Pasal 79 dan 81 KUHAP).

6. Apabila dipanggil dengan sah dan menyebut algsag jelas, maka wajib datang
kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut wajar (Pasal 112 dan 113
KUHAP).

7. Wajib hadir pada hari sidang yang telah diteampk<ehadiran terdakwa di sidang
merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, kadakesa harus hadir di sidang
pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP) k&ahapabila terdakwa setelah
diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapatididaddengan baik, maka terdakwa
dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP).

8. Meskipun tidak secara tegas disebut sebagaijibama tetapi pembelaan terdakwa
atau penasehat hukum tentu merupakan suatu kehgRessal 182).

9. Kewajiban menghormati dan menaati tata tertrisidangan.

10. Kewajiban membayar biaya perkara yang telattdgopidana (Pasal 22 ayat 1).

11. Meskipun tidak secara tegas merupakan keharsaagat logis jika memori banding
perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaandibg. Pasal 237 KUHAP
mengatakan selama pengadilan tinggi, belum menzeskstu perkara dalam tingkat
banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penumwm dapat menyerahkan
memori banding atau kontra memori banding kepadagamdlan tinggi.

12. Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwgb waengajukan memori
kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajglermohonan tersebut, harus

sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 &yAtHAP).



13. Apabila terdakwa mengajukan permintaan penamakembali (PK) maka harus
menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 &3t AP).
2.3.3 Alat-alat Bukti dan Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana

a. Alat Bukti

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Adaidana menyatakan
bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepadaasg kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperdsiakinan bahwa suatu tindak
pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalay parsalah melakukannya. Dengan
demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalading pengadilan sangat penting
sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatwkimpidana yang tidak cukup bukti
tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun panja

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum &A&adana membatasi bahwa
alat bukti yang sah diantaranya ialah:

1. keterangan saksi;

2. keterangan ahli;

3. surat;

4. petunjuk; dan

5. keterangan terdakwa.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa hal yangraaanum sudah diketahui
tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah oraygng dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntigarperadilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri @aalami sendiri, maka keterangan saksi

adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidama Yyerupa keterangan dari saksi



mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengarirgeta lihat sendiri dan ia alami
sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya i

Mengenai sistem pembuktian, di dalam perkara-parkgang menyangkut
kejahatan (tindak pidana) di dalam rumah tanggak@dulit kecuali kejahatan tersebut
telah diketahui orang banyak, selain anggota rutaafijga tersebut. Hal ini dapat terjadi
karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditwtiupi oleh korban maupun anggota
keluarga yang lainnya.

Tindak pidana kejahatan dalam rumah tangga, apaiibk berakibat fatal
terhadap korban pada umumnya diselesaikan sec&elukegaan. Namun kadang-
kadang juga diselesaikan melalui jalur hukum. Umembuktikan kesalahan seseorang
terdakwa diperadilan diperlukan sekurang-kurangdya alat bukti yang sah. Agar
hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidaanar-benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasakiB3AP).

Pada tindak pidana yang terjadi dalam rumah taatggaukti yang paling mudah
didapat adalah keterangan saksi. Akan tetapi memdestentuan orang yang menjadi
saksi dalam tindak pidana ini pada umumnya adatlbakga sedarah atau semenda
dalam garis lurus saudara, suami atau istri. Padabag-orang tersebut menurut pasal
168 KUHAP tidak dapat didengar kesaksiannya.

Walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetagisgpenuntut umum untuk dapat
membuktikan dakwaannya, masih dapat mencari damgoeakan alat bukti yang lain.
Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, untukemdrsekurang-kurangnya dua

alat bukti, maka korban seniri dapat bersaksi danbaikti lain yaitu visum et repertum.



Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah betisekbakum tetap dilakukan
oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yaafy teérkekuatan tetap tersebut
dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaanpdrikeadilan dan dilaksanakan
jaksa setelah menerima salinan surat putusan pggnggeng disampaikan oleh panitera.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri B@mbuktian oleh Jaksa
Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasallainh dan Pemeriksaan pada
Terdakwa.

1. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum Pengajkanysang memberatkan atau yang
sering disebut saksia“charge” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam
pembuktian di sidang pengadilan dengan langkahktmgkbagai berikutl7 :

a. Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah t&kth menghadirkan saksi-saksi
pada sidang hari ini.

b. Apabila penuntut umum telah siap, maka hakimesegnemerintahkan pada jaksan
penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang sieonang ke dalam ruang sidang.
c. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah “skkdgban”, setelah itu baru saksi yang
lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian gemeen tindak pidana yang
didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercamalam surat pelimpahan perkara
maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntutrurselama berlangsungnya
sidang.

d. Tata cara pemeriksaan saksi:

1) Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang gienidia

2) Petugas membawa saksi masuk keruang sidang derpensilakan saksi duduk di

kursi pemeriksaan.



3) Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:

a) ldentitas saksi seperti; nama, umur, alamagepedkn, agama, dan lain-lain

b) Apakah saksi kenal dengan terdakwa; apabilaigekim dapat meminta saksi untuk
mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna nikkangsivabannya

c) Apakah saksi memilki hubungan darah; sampaijalefzerapa dengan terdakwa,
apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengaidakwa, atau apakah saksi terikat
hubungan kerja dengan terdakwa.

4) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apaledsissekarang dalam keadaan sehat
walafiat dan siap diperiksa sebagai saksi.

5) Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia memkasa sumpah atau janji sesuai
dengan agama/keyakinannya.

6) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/ keyeiaalLafal sumpah dipandu
oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu olelgg&juru sumpah.

7) Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipakgurpengadilan negeri adalah:

a) Saksi dipersilakan berdiri agak tegak ke depan.

b) Untuk saksi yang beragama Islam, cukup beregak. Pada saat melafalkan sumpah;
petugas berdiri dibelakang saksi dan mengangkatirAig diatas kepala saksi. Untuk
saksi yang beragama Kristen/Katolik petugas memkamvinjil (Alkitab) disebelah Kiri
saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah/jangatakiri saksi diletakkan di atas Al
kitab dan tangan kanan saksi diangkat dan jariaefqayi telunjuk membentuk huruf "Vv”
(victoria) untuk yang bergama kristen atau menggkan jari telunjuk, jari tengah dan
jari manis untuk yang bergama Katolik. Sedangkarulunagama lainnya lagi,

menyesuaikan.



c) Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-katéa(laumpah) yang diucapkan oleh
hakim.

d) Lafal sumpah saksi adalah sebagai beriks&ya bersumpah (berjanji) bahwa saya
akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada &inyedng sebenarnya”.

e) Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah liatsgiawali dengan ucapan/kata:
"Wallahi..” atau "Demi Allah..”, untuk saksi yang beragama Katholik/Kristen Pstda
lafal sumpah (janji) tersebut diakhiri dengan ucekata, "..Semoga Tuhamenolong
sayd. Untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpakwdiedengan ucapan/kateDm
atah Parama Wisesa ”,.untuk saksi yang bergama Budha lafal sumpah aiadengan
ucapan/kataDemi sangHyang Adi Budha.'.

8) Hakim ketua mempersilakan duduk kembali dan ngatkan bahwa saksi harus
memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dempganyaag dialaminya, apa yang
dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. gédu hakim juga dapat mengingatkan
bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesunggula dapat dituntut karena
sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksgatenmengajukkan pertanyaan
yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwpkaa terdakwa.

9) Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanpagla saksi, hakim anggota,
penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum juggridiesempatan untuk
mengajukan pertanyaan pada saksi. Adapun urutamiegan tersebut adalah: pertama
hakim ketua memberi kesempatan pada hakim anggot@uk bertanya pada saksi.
Setelah itu, kesempatan diberikan pada hakim aaghbotSelanjutnya, pada penuntut

umum, dan yang terakhir kesempatan diberikan pardakwa atau penasihat hukum.



10) Pertanyaan yang diajukkan pada saksi diaralkdnk mengungkap fakta yang
sebenarnya, sehingga harus memperhatikan halibedaieberikut:

a) Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian runsur perbuatan yang
didakwakan.

b) Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-balhasa dan penyampainnya harus
dipahami oleh saksi.

c) Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atanjebak saksi.

d) Pertanyaan tidak boleh besifat pengkualifikasialik.

e) Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangam pleitanyaan yang sudah pernah
ditanyakan dalam rangka memberi penekanan terhadmpu fakta tertentu atau
penegasan terhadap keterangan yang bersifat rggu-kal-hal tersebut diatas pada
dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atawendesaan itu sendiri, sehingga
apabila dalam pemeriksaan saksi, hal tersebutdteamaka pihak yang mengetahui dan
merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat nu&kgaj’keberatan/interupsi’ pada
hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagahcpertanyaan penuntut umum
bersifat menjerat terdakwa maka penasihat hukunatdates, kata-katanya kira-kira
sebagai berikut:ihterupsi ketua majelis... pertanyaan penuntut unmemjerat saksi’
Satu contoh lagi, jikgertanyaan penasihat hukum berbelit-belit maka mpehwmum
dapat mengajukan protes, misalnya dengan katakata:

"keberatan ketua majelis... pertanyaan penasihakum membingungkan saksiAtas
keberatan atainterupsi tersebut hakim ketua langsung menangid@pgan menetapkan
bahwa interupsi/keberatan ditolaau diterima. Apabila interupsi/keberatan ditolak

maka pihak yang sedang mengajukkan pertanydgrersilahkan untuk melanjutkan



pertanyaannya,sebaliknya apabila interupsi/keberatan diterima,kanpihak yang
mengajukkan pertanyaan diminta untuakngajukan pertanyaan yang lain.

11) Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukikaang bukti pada saksi guna
memastikan kebenaran yang berkaitan dengan batdtigdrsebut.

12) Setiap saksi selesai memberikan keteranganmhéktua menanyakan kepada
terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keteraeigabut.

e. Setelah pemeriksaan saksi hakim dapat menumubk&eang bukti pada saksi guna
memastikan kebenaran yang berkaitan dengan bateatigdrsebut.

f. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penumtutnn, apakah masih ada saksi yang
akan diajukan pada siding hari ini. Dengan demildan seterusnya hingga penuntut
umum mengatakan tidak ada lagi saksi yang akaokdigj

g. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidplt dihadirkan di persidangan
maka keterangan yang telah diberikan pada saatpétgn sebagaimana tercatat dalam
berita acara penyidikan dibacakan. Dalam hal ingylertugas membacakan berita acara
tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hak&tua meminta agar penuntut
umum yang membacakan. Pengajuan alat bukti laigoysa mendukung argumentasi
penuntut umum adalah sebagai berikut:

a. Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umunhrakan mengajukan bukti-bukti
lainnya seperti: keterangan ahli dan surat sertdo@adan barang bukti yang ditemukan
selama proses persidangan.

b. Apabila penuntut umum mengatakan masih, maka data pengajuan bukti-bukti

tersebut adalah sebagai berikut :



1) Tata cara pengajuan saksi ahli sama sepertcat@apengajuan saksi lainnya.
Perbedaannya adalah keterangan yang diberikanableladalah pendapatnya terhadap
suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atawg kdahliannya sehingga lafal
sumpahnya disesuaikan menjadi :

"Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan men@erpendapat soal-soal yang
dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-b&iknya

2) Tata cara pengjauan alat bukti surat (hasil pgsean laboratorium kriminal, visum
et repertum dan lain-lain) adalah penuntut umumurkaj depan dan menunjukkan alat
bukti surat yang diajukan pada majelis hakim. Haketua dapat memanggil terdakwa
atau penasihat hukum untuk maju ke depan supayat dagnyaksikan alat bukti surat
yang diajukan”.

3) Tata cara pengajuan barang bukti yaitu Penwmutm memerintahkan pada petugas
untuk membawa masuk barang bukti masuk ke ruanangidApabila barang bukti
tersebut bentuknya tidak besar dan tidak beratguaakainan, pistol dan lain-lain) dapat
langsung diletakkan di meja hakim. Jika bentukngsalb namun dapat dibawa masuk ke
ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkéemtdi ruang sidang. Jika karena
bentuknya besar dan sangat berat (misalnya mab#)elis hakim diikuti penuntut
umum, terdakwa dan penasihat hukum harus keluarammg sidang untuk memeriksa
barang bukti tersebut. Demikian juga mengenai lgpbmrang bukti yang karena sifat
dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, ntakap diajukan sampelnya saja.

c. Apabila penuntut umum mengatakan bahwa semut-luli telah diajukan, maka
hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa atmasghat hukum untuk

mengajukan bukti-bukti.



2. Pembuktian oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Peargagaksi yang meringankan
terdakwa atau sering disebut sakai dechargé adalah pengajuan saksi oleh terdakwa
atau penasihat hukum pada sidang pengadilan désmggikah-langkah sebagai berikut :

a. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/penasihairhukpakah ia akan mengajukan
saksi yang menguntungkan/meringankadecharge).

b. Jika terdakwa/penasihat hukum tidak akan mekgajisaksi ataupun bukti lainnya,
maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidamgm aklanjutkan pada acara
pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.

c. Jika terdakwa/penasihat hukum akan dan telap smengajukan saksi yang
meringankan maka hakim ketua segera memerintaldg@nsaksi dibawa masuk sidang
untuk diperiksa.

d. Selanjutnya tata cara pemeriksaan sakdiarge,dengan titik berat pada pertanyaan-
pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan f&kta-fasang Dbersifat
membalik/melemahkan dakwaaan penuntut umum atalakeya bersifat meringankan
terdakwa. Pengajuan alat bukti lainnya guna menagilemgumentasi terdakwa/penasihat
hukum adalah sebagai berikut:

a. Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/pendsikaim masih akan mengajukan
bukti-bukti lainnya seperti; keterangan ahli damasserta tambahan barang bukti yang
ditemukan selama proses persidangan.

b. Apabila terdakwa/penasihat hukum mengatakan hmasaka tata cara pengajuan

bukti-bukti tersebut sama dengan apa yang dilakekaim penuntut umum.



c. Apakah terdakwa/penasihat hukum mengatakan batemaua bukti-bukti telah
diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acel@ng selanjutnya adalah
pemeriksaan terdakwa.

3. Pemeriksaan pada Terdakwa.

a. Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa aghrddikursi pemeriksaan.

b. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwaujueke kursi pemeriksaan.

c. Hakim bertanya pada terdakwa apakah terdakveardikéadaan sehat walafiat dan siap
untuk diperiksa.

d. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawalua pertanyaan dengan jelas
dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempergalénnya persidangan.

e. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pereamyzada terdakwa diikuti oleh
hakim anggota, penuntut umum, dan penasihat hukiajelis hakim dapat
menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan feadakwa apakah ia mengenal
bendabenda tersebut. Jika perlu hakim juga dapatumugkkan surat-surat atau
gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkadaplerita acara pemeriksaan perkara
(BAP) pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atsapyaan hakim atau untuk
menegaskan suatu fakta.

f. Selanjutnya tata cara pemeriksaan terdakwa gzada tata cara pemeriksaan saksi
kecuali dalam hal sumpah.

g. Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperikeasama-sama dalam satu perkara,
maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu seeagditan. Apabila terdapat ketidak
sesuaian jawaban di antara para terdakwa maka lddpat melakukaaoross ceclantara

jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa yamg lai



h. Setelah terdakwa (para terdakwa) telah selegaeriklsa maka hakim ketua
menyatakan bahwa seluruh rangkaian siding pembukékah selesai dan selanjutnya
hakim ketua member kesempatan pada penuntut umuok vmempersiapkan surat

tuntutan pidana untuk diajukan pada sidang berjautn



BAB 111
METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yugrigiormatif dengan menggali
permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi aak menjadi saksi dalam
perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KD&19 snenimpa pada orang tuanya
dengan melihat ketentuan dalam Undang-undang Nd@noahun 1981 tentang kitab
Undang-undang hukum acara pidana, Undang-UndangoN&® Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No&#rTahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun42@htang penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomadal®in 1997 Tentang
Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979ang Kesejahteraan Anak.
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan statute aprroddiietode ini adalah metode pendekatan
Undang-undang yaitu menganalisis Undang-Undangdi@Tahun 1981 tentang kitab
Undang-undang hukum acara pidana, Undang-UndangoN&® Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No@®rTahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun42@htang penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomdal®in 1997 Tentang
Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978talhg Kesejahteraan Anak.

Yaitu menganalisis apakah ketentuan hukum terselapgat diterapkan kedalam

pl Seryono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (stiafauan singkat), CV.Rajawali, Jakarta.



masyarakat dengan menghubungkannya mengenai perjad anak di bawah umur
yang menjadi saksi dalam persidangan.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Jenis Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hylanm isinya mengikat yaitu
peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undangndtegan Saksi dan
Korban.
2. Bahan hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahamlg@nunjang bahan hukum
primer data-data yang diperoleh melalui bahan kegasn. Bahan hukum sekunder
diperoleh dengan menggunakan dokumen putusan, letpdistakaan atau literatur-
literatur, baik berupa buku-buku, peraturan peragedandangan, surat kabar, internet
dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengalimpgungan anak sebagai saksi.
b. Teknik Penelusuran Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitiamdalah dengan pengumpulan
bahan hukum yang diperlukan dengan mencari di gekaan umum Universitas
Brawijaya dan Browsing Internet informasi-informakhususnya mengenai upaya
perlindungan saksi terhadap anak. Kemudian mengelkkan bahan hukum
menjadi bahan hukum primer dan sekunder kemudiamgamalisa. Teknik
pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:
1. Untuk bahan hukum primer, peraturan perundang-uyatamliperoleh dari studi

kepustakaan.



2. Untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari hasitlisdokumentasi, yaitu
merupakan metode pengumpulan data yang dilakukagatiecara memperoleh
keterangan secara lisan baik tulisan dengan memnekepustakaan atau literatur,
perundang-undangan yang terkait dengan permasalddrarberbagai sumber.
Data sekunder juga diperoleh dari pakar yang bgksdan dengan penelitian
yang akan dibahas.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan disusun secara aitermantuk mendapatkan

gambaran umum yang jelas mengenai objek peneljfag dalam hal ini mengenai

Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Saksiadal Perkara Kasus

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Teknik analisa datgai berikut :

a. Menafsirkan konsistensi putusan dengan Pasal-Pgmad tercantum
dalam undang-undang.

b. Penafsiran dengan menggunakan undang-undang deyudakigan alasan
untuk melihat kesesuaian putusan dengan undangignda

C. Penafsiran juga dianalisis lebih rinci dengan gasgn undang-undang

dan pendapat pakar.



BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saks dalam kasus KDRT dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Walaupun KUHAP disebut-sebut sebagai karya agamgnderupakan salah satu
pencapaian tertinggi bangsa Indonesia dibidang rukmengingat KUHAP sangat
memperhatikan hak asasi seorang yang tersangkiéktipidana, mulai dari proses
penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhakuiman sampai pelaksanaan
putusan. Namun dibalik itu semua tersimpan persogag memerlukan perhatian serius
dalam berbagai pihak terkait, yaitu KUHAP belum rbenikan pengaturan yang
memadai mengenai perlindungan anak yang menjadi daklalam persidangan. Secara
yuridis, di Indonesia memang belum ada regulasgyd@ngan tegas mengatur tentang
perlindungan saksi terhadap anak.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka saatdgulasi yang dipergunakan
sebagai dasar hukum sementara kasus-kasus mermgeakayang menjadi saksi dalam
persidangan adalah KUHAP dan Undang-undang NomorTd4Bun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

Di lain pihak perhatian dari penegak hukum bahkesyarakat akan pentingnya
perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi migsiinat kurang. Hal ini juga
didukung oleh belum memadainya perangkat hukum yaemberikan jaminan kepada
saksi dan korban untuk dapat menyampaikan apa igadgngar, ia lihat sendiri, dan ia

alami sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Acara RaddKUHAP), yang dikatakan



karya agung bangsa Indonesia, atau perundang-usmaddamnya, belum memberikan
perlindungan bagi saksi khususnya saksi anak.

Pembentukan undang-undang di waktu yang lalu separlebih memfokuskan
pada perlindungan hukum bagi pelaku tidak pidanagybersangkutan. Sedangkan
perlindungan saksi khususnya terhadap anak te@hatadahal tanpa saksi , penegakan
hukum itu tidak akan berjalan lancar dan berkeadil@leh karena itu keberadaan
undang-undang yang melindungi saksi terutama araalg ynenjadi saksi sangatlah
dibutuhkan agar ada kepastian hukum.

Meskipun ketentuan pasal-pasal yang terdapat deldkhAP belum sepenuhnya
mampu memberikan perlindungan terhadap anak yamgadiesaksi, hal ini kemudian
bukan berarti anak yang menjadi saksi didalam gangjan tersebut tidak dilakukan
perlindungannya secara hukum. Agar dapat dilakgealindungan mengenai anak yang
menjadi saksi di dalam persidangan, maka perlwsunatode khusus untuk memberikan
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, yagan melakukan penafsiran-
penafsiran terhadap pasal-pasal yang terdapat d&lHAP yang paralel dengan
permasalahan yang terjadi.

Adapun penafsiran yang dapat digunakan atas pelamas tersebut adalah
penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif ini pekan suatu metode penafsiran dimana
hakim memeperluas arti atau maksud sebenarnyasdatu ketentuan undang-undang.
Tetapi tidak semua ketentuan yang terdapat di d&&HAP dapat diterapkan begitu
saja terhadap permasalahan perlindungan anak yangaan saksi ini, tentunya perlu
dipilah-pilah terlebih dahulu pasal mana yang sekia substansiya hampir sama dengan

ketentuannya.



Secara detailnya, maka berikut ini adalah passddpdalam KUHAP yang dapat
diterapkan terhadap masalah perlindungan hukuradephanak yang menjadi saksi ini :
a. Pasal 1 angka 26 KUHAP

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangana kepentingan
penyidik penuntutan d an peradilan tentang suatkg@ yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri, dan ia alami sendiri dari pengetahuannia |

Saksi sendiri menurut pasal 1 angka 26 dalam KUHA#tikan sebagai orang
yang memberikan keterangan guna kepentingan pé&ayidipenuntutan dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar seradiifiat sendiri dan ia alami sendiri.
Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, makaisaksupakan salah satu bentuk alat
bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalamsgw peradilan. Pemakaian
keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan qemberian kedudukan saksi dalam
hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorakg) sangat memberikan arti dalam
penyelesaian suatu kasus.

Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan pembatasan bahik@nghilangkan
kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk noéagasaksi yang menguntungkan
baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihehdsi dan ia alami sendiri”
mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar risendlihat sendiri, dan
mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidang gapat diajukan sebagai saksi yang
menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sang&tan dakwaan bukan hanya
untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwdakmlen atau terlibat
perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan melijuga pembuktian bahwa suatu

perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar tefzalam konteks pembuktian apakah



suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar tergdipg@mbuktian apakah tersangka atau
terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat p&hliendak pidana dimaksud, peran
saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak marghr sendiri, ia tidak melihat
sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya yesEdm/tindak pidana yang dilakukan
oleh tersangka atau terdakwa.

Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan adgk&BAP tidak meliputi
pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingka#le keberadaan jenis saksi lain
yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menggkann(a de charge) bagi tersangka
atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiadiiy#uhkan untuk mengklarifikasi
kesaksian saksi-saksi sebelumnya.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti pentingsisédukan terletak pada
apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami rseadatu peristiwa pidana,
melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan pepidana yang sedang diproses
Sehingga definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26P@aal 1 angka 27 KUHAP menurut
MK diubah menjadi “orang yang dapat memberikan regtgan dalam rangka
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tinudina yang tidak selalu ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

b. Pasal 184 KUHAP
Dalam pasal 184 KUHAP disebutkan mengenai macacamaalat bukti yang

sah di dalam persidangan, macam-macam lat bukeltet ialah :

(1) Alat bukti yang sah adalah :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
C. Surat;



d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidakupeibuktikan.
a. Keterangan Saksi

Keteranga saksi sebagai alat bukti ialah apa yanghyatakan di sidang
pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidakipcwintuk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwaEadanya. Keterangan beberapa
saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatjadkean atau keadaan dapat digunakan
sebagai suatu alat bukti yang sah apabila ketenasagjesi itu ada hubungannya dengan
yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membanasklanya suatu kejadian atau
keadaan tertentu.

Keterangan saksi dalam perkara pidana yang bergperakgan dari saksi
mengenai suatu peristiwva pidana yang ia dengarirgeradlihat sendiri dan ia alami
sendiri mempunyai kedudukan yang sangat esend@amndaengungkapkan tabir suatu
peristiwa pidana. Pihak yang memberikan keterardmpat juga seorang anak. Anak
yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidanaslad memperoleh perlindungan
hukum, perlindungan hukum terhadap anak merupakzayau perlindungan hukum
terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi analaifiental rights and freedoms of
children) serta berbagai kepentingan yang berhudoundengan kesejahteraannya.
Dengan ini tidak ditemukan pasal-pasal dalam KUHgdhg memuat perlindungan
hukum secara khusus terhadap anak yang menjadidsksn perkara kasus kekerasan
dalam rumah tangga.

Dengan demikian anak yang menjadi saksi dalam grgmgadilan pidana

khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah taerbgausnya diperhatikan secara



khusus. Artinya diperlakukan seperti layaknya segranak dan tidak diperlakukan
sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur demigaran orang dewasa. Perlakuan
yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadaj gang menjadi saksi dalam
proses peradilan pidana dalam kasus kekerasan dalaah tangga, baik pada tingkat
penyidikan (polisi), tingkat penuntutan (jaksa) daglaksanaan proses persidangan di

pengadilan masih belum memberikan perlindungan imus@bagaimana mestinya.

Kondisi-kondisi yang mempengaruhi aparat penegatuim (baik polisi, jaksa
maupun hakim) dalam memberikan perlindungan hukerhatlap anak yang menjadi
saksi dalam proses peradilan pidana adalah : Kltatang-undang Hukum Acara Pidana
sebagai landasan bagi aparat penegak hukum daldelkukan proses peradilan pidana,
kurang memberikan perhatian (perlindungan) terhadaksi, termasuk anak yang

menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 200&ngrperlindungan saksi

dan korban mengatur mengenai jenis-jenis saksi glalgdungi yaitu :
1. Saksi Mahkota

Saksi mahkota dalam bahas inggris disebut "crowtness”, dalam bahasa
belanda disebut "kroon getuigé® Pengertiannya tidak jauh dari dari apa yang disebu
dari saksi mahkota. Dalam pelaksanaanya di indanesilah ini mendapat tempat yang
sangat menentukan apabila terjadi sesuatu keburtdam hal perolehan suatu alat

bukti. Bagi aparat penegak hukum istilah "crownn&gs”, "kroon getuige” atau saksi

3prof dr. muhadar Perlindungan saksi dan korbanPGia Media Nusantara, Surabaya, 2009.



mahkota dijadikan pegangan pada saat ketiadaandsl&s persidangan. Hal ini sering
dilakukan oleh penuntut umum dengan mengkonfodtetangan terdakwa satu dengan
lainnya dengan syarat perkaranya di split. Katdit"smerupakan kata yang berarti
memisahkan. Pemakaiannya didalam hukum, kata sfijiakai pada berkas-berkas
yang dianggap tidak dapat disatukan yang dikarendietidaksingkronan perbuatan
pidana yang dilakukan antara satu terdakwa dengadakwa lainnya. Untuk
memudahkan penuntut umum dalam menfakwa para @edd&ngan kualitas perbuatan
yang berbeda, atau karena hal saksi atau alat likfiya menurut penuntut umum
belum cukup membuktikan sesuatu atau memberikaakkegn hakim, maka dipakailah

metode mengkonfortir terdakwa yang satu dengamkerd yang lainnya.

Semua hal diatas menjadi acuan bagi para penumutiuwintuk bertindak dalam
peradilan. Suatu pendapat berbeda lahir dari petd#dademisi Dr. Said Karim yang
mengatakan bahwa persepsi penuntut umum dalam gemeam perkara yang berkaitan
dengan saksi mahkota adalah salah, dikarenakanuchgksg dipakai berupa konfortir
keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainagpa adanya suatu perlindungan
dari Negara. Yang benar adalah seseorang yang ikiekapasitas sebagai seorang saksi,
dimana hanya dia satu-satunya yang mengetahuintghkigadian tersebut, oleh karena

itu dia harus dilindungi.
2. Korban (yang menjadi saksi)

Mengenai saksi korbafi,hal ini tidak dijelaskan dalam KUHAP, yang dijétas

hanya mengenai saksi yaitu orang yang mendengaratln melihat sendiri atau

3 Arif Gosita, “masalah korban kejahatan”. PT.Bhu#imau Popular, kelompok gramedia, 2004



mengalami sendiri. Apabila dilihat pada peraturarupdang-undangan di luar KUHAP,
pengertian korban didapatkan antara lain pada @idadang nomor 23 tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga m@mberikan pengertian
tentang korban yaitu orang yang mengalami kekerasam ancaman kekerasan dalam

lingkup rumah tangga, pada perundang-undanganyiainn

Dalam KUHAP tidak akan ditemukan definisi tegasi daorban” sekalipun
demikian KUHAP memuat sejumlah ketentuan berkaii@mgan posisi pihak yang
dirugikan. Pada umumnya, korban dapat dirumuskbagse seseorang yang menderita
kerugian, fisik maupun mental, serta yang juga rakmgi penderitaan secara emosional
atau kerugian ekonomi, kesemuanya itu akibat lamgslari perbuatan yang melanggar

hukum pidana.

Pedoman ini berlaku, baik dalam kaitan dengandwdaksi maupun pihak yang
dirugikan. Perhatian terhadap kepentingan korbamgysebenarnya atau setepatnya
diberikan polisi dan penuntut umum, berarti bahwakaih rangka pelaksanaan kewajiban
mereka sebagai penegak hukum dalam sistem pergmdana, sepanjang hal tersebut
masuk akaleasonabl@ dan memungkinkan, mereka harus turut memperhtamglan

mempertimbangkan kepentingan korban.

Perhatian terhadap kepentingan korban dapat dap@ndebagai unsur penting
dalam rangka upaya penegakan hukum secara benatepi@. Dalam hal ini, fokus
utama adalah pada perlakuan sebenar dan setepgathgalap pihak korban. Elemen
penting bagi perlakuan korban yang sebenarnya laétalentuan tentang penyediaan dan

pemberian informasi yang dapat dimengerti kepatakpkorban dan/atau pihak lainnya



yang menderita kerugian (sebagai akibat dari tingidana) oleh polisi maupun pihak

jaksa penuntut umum.

3. Saksi Non Korban

Dalam hal ini saksi non korban dapat dibagi manfaftua) bentuk yaitu saksi
yang turut serta dalam tindak pidana atau kejahatana saksi yang tidak turut dalam
kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini saksi korban merupakan saksi yang
dalam pengertian tentang saksi pada KUHAP, dimas@abokan pada orang yang

melihat, mendengar dan mengalami peristiwa tersebut

Apabila dilihat dari pembagian saksi non korbantuld saksi yang turut serta
dalam tindak pidana kejahatan adalah saksi yangamgnerlibat dalam suatu tindak
pidana kejahatan, namun bukan pelaku utama. Hahanis diperhatikan agar tidak
terjadi suatu pembedaan yang sangat mencolok Egphaehuntutan para tersangka atau
para terdakwa. Dalam hal ini hadirlah apa yangmhkelengan saksi kunci. Saksi kunci
adalah saksi yang satu-satunya mengetahui tentamjadinya suatu tindak pidana

tersebut.

Apabila dilihat dalam bentuk perlindungan yang atian dilakukan terhadap
saksi, maka bentuk perlindungan terhadap sakskadyan ini terdapat juga diluar negeri
dengan istilah "ple burgaining” dalam istilah luaegeri plea burgaining merupakan
suatu bentuk pemberian kompensasi dalam rangkeefesayan suatu kasus dalam hal
ini diberikan suatu solusi penyelesaian suatu ka@ng menurut kedua belah pihak

adalah jalan yang baik dimana penegakan hukum apatdliberikan dengan cara lain.



Selain dari saksi yang turut serta dalam kejahatan tindak pidana, pembagian
lain mengarah pada saksi yang tidak turut sertand&lejadian atau tindak pidana. Bagi
saksi non korban, saksi yang tidak turut sertamddejahatan atau tindak pidana adalah
saksi yang sebelumnya tidak ada yang terlibat apeperhadap tindak pidana yang

terjadi. Dalam hal ini saksi ini adalah saksi yalppatkan.

b. Keterangan Ahli

Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangana kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang spatkiara pidana yang ia mempunyai
keahlian khusus tentangnya. Keterangan ahli adkéderangan yang diberikan oleh
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang leadgydiperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan gesaan. Baik pendapat maupun
rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran sajskab merupakan keterangan ahli.
Keterangan ahli yang tidak disumpah atau menguceapaji, tidak dapat dianggap
sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah mkamaketerangan yang dapat

menguatkan keyakinan hakim.

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkdn da muka penyidik
bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetapaayang sebaik- baiknya
kecuali bila disebabkan karena harkat serta martgiekerjaan atau jabatannya yang
mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untaknberikan keterangan yang
diminta. Orang yang menjadi ahli setelah dipanggilsuatu sidang pengadilan untuk
memberikan keterangan sesuai keahliannya tetagiatiemenolak kewajiban itu ia dapat

dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-gndarg berlaku. Jika pengadilan



menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah lz#ganji sesudah ahli itu selesai
memberi keterangan. Dalam hal ahli tanpa alasag gah menolak untuk bersumpah
atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetakullan, sedang ia dengan surat
penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan saddegmpat rumah tahanan negara
paling lama empat belas hari. Ahli yang telah haggmenuhi panggilan dalam rangka
memberikan keterangan di semua tingkat pemerikdaarmak mendapat penggantian

biaya menurut peraturan perundang-undangan yatekber

Keterangan ahli juga dapat dijadikan barang bulkdi perbentuk surat keterangan
dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasa&daiiannya mengenai sesuatu hal
atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmpiadi@mya. Keterangan ahli dapat juga
sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh pdnyathu penuntut umum yang
dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibusgjatemengingat sumpah di waktu ia
menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu talbkrikan pada waktu pemeriksaan
oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pes®aik di sidang, diminta untuk
memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita geaneriksaan. Keterangan tersebut

diberikan setelah ia mengucapkan sumpah ataudangdapan hakim.

c. Surat

Surat adalah segala sesutu yang memuat tanda-tewdean yang dimaksudkan
untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikeah pikiran seseorang dan
dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti suestad hukumnya pada pasal 188 (1)

KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karegna persesuaiannya baik antara



satu dengan tindak pidana itu sendiri, menandakdmwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti surat diatur pada pasal 184 KUHAP. $wyeang dapat dinilai sebagai
alat bukti yang sah yakni surat yang dibuat ataspsun jabatan atau surat yangdikuatkan
dengan sumpah. Surat sebagaimana disebutkan datahl84 ayat (1) KUHAP huruf c,
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengapatuadalah :

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmg yibuat oleh pejabat umum yang
berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang nmeketerangan tentang kejadian

atau keadaan yang didengar, dilihat atau yangrdiala sendiri, disertai dengan alasan
yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturanngang-undangan atau surat yang
dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuknddkta laksana yang menjadi

tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi p&ti@musesuatu hal atau sesuatu
keadaan.

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memeratigpat berdasarkan keahliannya
mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diseicdira resmi dari padanya.

d. surat lain yang hanya berlaku jika hubunganreragen isi dari alat pembuktian yang
lain.

Menurut pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah
a. Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibledit pejabat umum
b. Surat keterangan dari seseorang ahli
c. Surat lainnya yang berhubungan dengan tindakngid

d. Petunjuk



Pada pasal 188 ayat 1 KUHAP memberi definisi alakti petunjuk sebagai
berikut : “ Petunjuk adalah perbuatan kejadian &adaan, yang karena persesuaiannya,
baik antara yang satu dengan yang lain, menanda&bwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya”.

Alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukaakala alat bukti lain belum
mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskelam pasal. Alat bukti petunjuk
baru bisa digunakan jika telah ada alat bukti learena petunjuk sebagai alat bukti baru
yang mungkin dicari dan ditemukan jika telah acd bukti yang lain

Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah :

a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbyetgrterjadi

b. Keadaan-keadaan perbuata itu berhubungan satulasmdengan kejahatn yang
terjadi

c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangatakwa maupun saksi
dipersidangan.

Petunjuk hanya diperoleh dari :

a. Keterangan saksi

b. Surat

c. Keterangan Terdakwa

Untuk inilah kekuatan pembuktian petunjuk sama daenglat bukti yang lain,
dimana dalam KUHAP tidak diatur tentag nilai kelampembuktiannya, maka dengan
demikian nilai kekuatan pembuktian petunjuk adabebas. Hakim tidak terikat aas

kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petuSglkagai alat bukti, petunjuk tidak



berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. tBiap terikat pada prinsip minimum
pembuktian.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang dimaksudgd@nketerangan terdakwa
adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa dimu#tangj tentang perbuatan yang
dilakukannya atau yang diketahui atau dialami gendieterangan terdakwa yang
diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk memibanenemukan bukti di dalam
persidangan, asalkan keterangan itu didukung aletusalat bukti yang sah sepanjang
mengenai hal yang didakwaan kepadanya.

Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yebidp luas dari pengakuan,
karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdalederangan terdakwa bersifat bebas
(tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untukakidnenjawab. Kekuatan alat bukti
keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukinyai dan hanya (tidak dalam tekanan)
dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatdat bukti keterangan terdakwa,
tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya daigahakan terhadap dapat digunakan
terhadap dirinya sendiri.

M Yahya Harahap mengemukakan, bentuk keterangamg yalapat
diklasifikasikan sebagai keterangan keteranganakevd yang diberikan diluar sidang
pengadilan ialah :

- Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan pehlyaf
- Keterangan itu dicatat dalm berita acara penyidikan

- Berita acara penyidikan itu ditanda tangani olghgtepenyidik terdakwa



Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan teraladebagai alat bukti tidak
perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keteramiglakwa hendaknya didengar
apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, atqagngakuan sebagian dari perbuatan
atau keadaan, keterangan terdakwa tidak perlu sdeman pengakuan karena
pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat{syebagai berikut :

a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan
b. Mengaku bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengankimiebih luas pengertiannya
dari pengakuan terdakwa, bahka penyangkalan teatiat juga menjadi alat bukti
yang sah.

Di dalam pasal-pasal tersebut yang terdapat ddf&mAP tidak ada satu
pasalpun yang menyebutkan mengenai bentuk perlgadurhukum yang diberikan,
padahal saksi merupakan alat bukti pertama, seairg@rat penegak hukum dalam
melakukan penyidikan perkara tindak pidana sel&@wdaha mendapatkan keterangan
saksi sebagai alat bukti yang paling penting, &ketena itu pentingnya keterangan saksi,
maka sudah selayaknya seorang saksi mendapatymarl&kusus.

Jadi dalam KUHAP di sini belum terdapat satu gasalyang mengatur secara
khusus dan terinci mengenai pengaturan perlindutey@adap anak yang menjadi saksi
atas kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4.1.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saks dan
Korban.
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentambnéengan Saksi dan

Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhasiaksi maupun korban.



Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentukuptabh yang memberikan tempat
bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang utehian sehingga merasa aman
terhadap ancaman sekitarnya. Yang diterjemahkamdhabk-hak saksi dan korban pada
pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Kordlam :

Pasal 5

1. Seorang saksi dan korban berhak ;

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribddiluarga dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenamgah kesaksian yang
akan, sedang atau telah diberikannya.
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukamuk perlindungan dan
dukungan keamanan.
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
d. Mendapat penerjemah.
e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembanganka
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadil
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
i. Mendapat identitas baru.
J.  Mendapat tempat kediaman baru.
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sedeaagan kebutuhan.
I.  Mendapat nasehat hukum dan/atau
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampatas waktu
perlindungan berakhir.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ndiberkemada saksi dan/atau korban
tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuajatekeputusan LPSK

UU Perlindungan Saksi dan Korban juga mengemukakkain yang diatur dalam
pasal 5 UU perlindungan Saksi dan Korban, makadmberhak atas bantuan medis dan
rehabilitasi psiko sosial. Akan tetapi, terbatadgppelanggaran HAM berat.

Selain itu, saksi juga mendapatkan hak untulkktrdanghadap pengadilan apabila
dirasa ada ancaman dan diberikan persetujuan adimh termasuk di dalamnya

kesaksian melalui sarana elektronik sepanjang gpdagnoleh pejabat berwenang.



Ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk paruasing menimbulkan
akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yaaggakibatkan saksi dan/atau korban
merasa takut dan/atau diapaksa untuk melakukantigkaki melakukan segala sesuatu
terkait dengan kesaksiannya.

Kemudian juga seorang saksi, korban, dan pelagak tlapat dituntut baik secara
pidana maupun perdata atas kesaksian yang teldangeatau akan diberikannya.
Semangat atau polittk hukum dalam Undang-undangebert sebenarnya sudah
menunjukkan adanya suatu inisiatif dari pemerintatuk menerapkan sistem peradilan
hukum modern yang hakekatnya adalah jaminan perligan akan hak-hak fundamental
dari seorang manusia. Akan tetapi, apabila kitahmaetalam alam kenyataan maka hal-
hal yang seharusnya ditutup dengan kepentinganskiegan politis semata.

UU Perlindungan Saksi dan Korban juga mengekemukaledain yang diatur
dalam pasal 5 UU perlindungan Saksi dan Korban,antakban berhak atas bantuan
medis dan rehabilitasi psiko sosial. Akan tetagbhatas pada pelanggaran HAM berat.

Selain itu, saksi juga mendapatkan hak untuk trdekghadap pengadilan apabila
dirasa ada ancaman dan diberikan persetujuan oddmh termasuk di dalamnya
kesaksian melalui sarana elektronik sepanjang gpdagnoleh pejabat berwenang.

Ancaman yang dimaksud adalah segala bentuk perbyatag menimbulkan
akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yaaggakibatkan saksi dan atau korban
merasa takut dan atau dipaksa untuk melakukan tetak melakukan segala sesuatu
terkait dengan kesaksiannya.

Kemudian juga seorang saksi, korban, dan pelagak tlapat dituntut baik secara

pidana maupun perdata atas kesaksian yang teldangeatau akan diberikannya.



Semangat atau polittk hukum dalam Undang-undangebert sebenarnya sudah
menunjukkan adanya suatu inisiatif dari pemerintatuk menerapkan sistem peradilan
hukum modern yang hakekatnya adalah jaminan perigah akan hak-hak fundamental
dari seorang manusia. Akan tetapi, apabila kitahmetalam alam kenyataan maka hal-
hal yang seharusnya ditutup dengan kepentinganikiegan politis semata.

Terkait dengan bentuk perlindungan yang diberikantyU perlindungan saksi
dan korban mengenai anak juga tidak diatur sedauaus dalam perlindungan ini, hal
itu berarti anak yang bersaksi di dalam persidangafam hal perlindungannya
diberlakukan sama seperti saksi dewasa pada umun$ea@angkan dalam hal lain
apakah hak-hak diatas diberikan secara memadadaepaluruh saksi dalam perkara
pidana, ataukah hak ini hanya diberikan kepadai saksy dilindungi oleh lembaga
perlindungan saksi saja.

Semua hal tersebut dapat dijawab jika undang-undamgra tegas mengatur
perlindungan hukum terhadap anak yang bersaksmdakrsidangan dan juga secara
tegas memisahkan hak saksi yang melekat kepadaulselsaksi pidana dalam
pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak saksidi@egkan dalam kondisi terancam
atau terintimidasi. Jika hak-hak dalam UU perlinglam saksi dan korban diberikan
diberikan kepada seluruh saksi dan korban dalandikoapapun maka beban terberat
tentunya ada dipundak lembaga perlindungan sakamdanplementasinya sedangkan
jika hak-hak tersebut hanya diberikan bagi sakdamdakondisi terintimidasi atau
terancam maka akibatnya seluruh saksi yang bermlatam proses perkara tidak akan
pernah mendapat hak yang lebih baik karena hakyaakrenjadi terbatas dan ini juga

yang tidak konsisten dengan semangat awal dibeyduldt ini.



Oleh karena itu menyelesaikan problem ini UU sedraya membuat atau
membagi hak-hak saksi tersebut berdasarkan katkgimgori saksi yaitu perlindungan
atas hak saksi dalam prosedural pidana terutamg ynatsal 5 ayat 1 huruf c,d,e,f,g,h,i
dan i dalam UU dan kategori perlindungan anak ylaegaksi yakni yang ada dalam
pasal 5 ayat 1 a,b,i,j dan k.

Disamping itu ruang lingkup perlindungannya malsilmtang memadai, UU ini
tidak mengatur tentang perlindungan bagi saksitsi@ktentu yakni saksi untuk anak
khususnya. Tidak adanya ketentuan mengenai sakgi lyeengatur tentang anak dalam
kondisi ini akan menimbulkan problem dalam penemnajpa nantinya. DalanUndang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PerlindungasiSin Korban, belum terdapat
pasal yang mengatur bentuk perlindungan terhadiegi aaak khususnya yang terlibat
dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4.1.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Indortkareggap sebagai salah satu
indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Kabdean anak yang belum mampu
untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkanngmaang sebagai tempat
berlindung.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonearaydk menuai kritik dari
bernagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang seitogarkan adalah sejauh mana
pemerintah telah berupaya memberikan perlindungs&urh pada anak sehingga anak
memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup darhgknmannya sebagai bagian dari
hak asasi manusia. Padahal berdasarkan pasal 2énglddang No.23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dantabggungjawab terhadap



penyelenggaraan perlindungan anak adalah negangrimeah, masyarakat, keluarga dan
orang tua.
Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan onaagberkewajiban dan
bertangggung jawab terhadap penyelenggaraan peulngén anak.

Adanya kewajiban dan tanggungjawab negara dan |&Eter terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalasal 21-25 Undang-undang
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yanbpuote kewajiban dan tanggung
jawab :

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap targda membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, buddema bahasa, status anak,
urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atantalepasal 21).

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dakmyelengggaraan

perlindungan anak (pasal 122).

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejamteanak dengan

memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atang lain yang secara
hukum bertanggung jawab terhadap anak dan menggvessielenggaraan

perlindungan anak (pasal 123).

4. Menjamin anak untuk mempergunkan haknya dalam nmepgi&kan

pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasaér(pasal 24).

Dalam isi pasal 24 Undang-undang No.23 Tahun 2@b@rusnya diletakkan
mengenai bagaimana dan seperti apa perlindungamnmhuterhadap anak dalam

memberikan kesaksian di persidangan, untuk dapabbmekan perlindungan secara



tegas dan nyata dalam perlindungan yang dibergdratlap seorang anak sesuai dengan
batas umur yang dimiliki.

Hukum internasional melalui pembentukan Konvenak Anak (Confention
on the Right of the Children) telah memposisikamkasebagai subyek hukum yang
memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimy&kin Negara-negara peserta
konvensi (contracting parties) memiliki kewajibamtuk menyepakati isi konvensi
tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam inaiga terhadap kepentingan hak-
hak anak.

Konvensi Hak Anak lahir berdasarkan beberapa ipigaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Nondiskriminasi
Ketentusn pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak meakgat :

Negara-negara peserta akan menghormati dan menfekihak yang ditetapkan
dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam atidyukum mereka tanpa diskriminasi
dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warrajknls kelamin, bahasa, agama,
pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa stsial, harta kekayaan, cacat,
kelahiran atau status lain dari anak, dari oramgatoak, atau wilayah yang sah menurut
hukum.

2. Yang terbaik bagi anak (best interest of thé&ghi

Prinsip umum kedua dari Konvensi Hak Anak adakmgyterbaik bagi anak (best
interest of the child). Prinsip ini tergambar pgdaal 3 ayat (1) yang menyatakan: dalam
semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukbeh lembaga-lembaga
kesejahteraan sosial pemerintah maupun swastaatgngeradilan, lembaga pemerintah

atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik &agk harus menjadi yang utama.



3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangak a
Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah sebuah konsep
hidup anak yang sangat strategis dan harus dipgnsecara menyeluruh demi masa
depan anak itu sendiri.
4. Menghargai pandangan anak
Prinsip ini merupakan prinsip dasar sekaligus laadaerkokoh bagi interpretasi

(penafsiran) serta pelaksanaan seluruh isi konvémsnya setiap pandangan anak perlu
diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusag g&an mempengaruhi kehidupan
dan perkembangan anak. Dalam hukum nasional, garigan anak telah memperoleh
dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-undang aDa$945 sebgai landasan
konstitusional serta Undang-undang No.23 Tahun 2@®Rang Perlindungan Anak.
Pasal 128 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 detegms menyebutkan : Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dakerbbang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sgkiam Undang-undang No.23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak memberikan pengatyaag jelas dan komprehensif
tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertupntuk memberikan jaminan
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hitlupbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hat&at martabat kemanusiaan, serta
memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskasii
Pasal 59 :

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajibadan

bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kbukepada anak

dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengakum, anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekspkiitsecara ekonomi dan

atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yammjadi korban
penyalahgunaan narkotika,alcohol,psokotropika danaaliktif lainnya, anak



korban penculikan, penjualan dan pedagangan, amakdn kekerasan baik

fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat daak korban

perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Pasal 59 Undang-undang No.23 Tahun 200zrtgnperlindungan
anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawaelmerintah dan lembaga negara

lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kapad

a. Anak dalam situasi darurat.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

d. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atauwsgks

e. Anak yang diperdagangkan.

f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan nar&ptkohol, psikotropika
dan zat adiktif lainnya (napza).

g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagang

h. Anak korban kekerasan, baik fisik atau mental.

i. Anak yang menyandang cacat dan

J. Anak korban perlakuan salah dan kekerasan.

Dalam hal ini anak secara tidak langsung menjado&o kekerasan secara
mental, karena itu seorang anak membutuhkan pargeh ketika seorang anak ini
harus bersaksi, namun sepeti apa bentuk perlindmygabelum diatur secara tegas
dalam Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 sudah baniakrdmengenai
perlindungan bagi anak, maupun perlindungan baak gang berhadapan dengan hukum
termasuk perlindungan anak yang menjadi saksi dg@mdilan pidana, namun seperti
apa bentuk perlindungan nyatanya belum diatur agegas dalam poin Undang-undang

ini.



Upaya perlindungan hukum terhadap anak terutamia yarag menjadi saksi
dalam suatu perkara pidana perlu secara terus-osedarpayakan demi terpeliharanya
kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan satialaset berharga bagi kemajuan
bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan tmpaanak, khususnya baginanak
yang menjadi saksi atas suatu perkara kasus tipdi@na hendaknya memiliki derajat
atau tingkat yang sama dengan perlindungan hukdumadap orang-orang yang berusia
dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukamg ysama dihadapan hukum
(equality before the law).

Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segeggpta masyarakat
lainnya, perlu bahu-membahu memberikan perlindungamgy memadai kepada anak-
anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipyées) dilakukan oleh orang-orang
yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebaga&rg&npewaris bangsa dapat berdiri
dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang senkakas di masa-masa yang akan
datang.

4.1.4 Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama ydikgnal oleh manusia.
Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai beraks dengan orang lain. Oleh karena
itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktdajem lingkungan keluarga

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial ydegl iguna menumbuh-
kembangkan potensi yang ada pada setiap individak gpada khususnya. Dalam
kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah baghculnya berbagai kasus

penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingganimbulkan kesengsaraan atau



penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluaiaga serhadap anggota keluarga
lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, perhbonwSituasi inilah yang lazim
disebut Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu harastikdin dalam bentuk
tindakan fisik (memukul, menjambak) termasuk juggkdtasan dalam bentuk psikis.
Dengan mengacu pada pasal 5 Undang-undang No.281 PAl94 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga, maka kekerasan dataamn tangga dapat berwujud :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakératasa sakit, jatuh sakit atau luka
berat.

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengttabaketakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindedsa tidak berdaya dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual yang meliputi : pemaksaan ng#vu seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumajgéan

4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap oramg yaenelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yzertaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan ickglan, perawatan atau
pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk kedaagertian penelantaran adalah
setiap orang yang mengakibatkan ketergantunganoekiomlengan cara membatasi
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di daam di luar rumah sehingga korban
berada dibawah kendali orang tersebut.

Undang-undang No0.23 Tahun 2004 tentang PenghapWs&erasan dalam

Rumah Tangga, juga mengatur tentang perlindungaers@ra, yaitu perlindungan yang



langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembsmgmal atau pihak lain, sebelum
dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dagngadilan. Perlindungan
sementara sangat penting diberikan pada seorarlg ada khususnya yang ketika
bersaksi di dalam persidangan mengenai kasus lssiterdalam rumah tangga yang
menimpanya maupun orang tuanya, tetapi jika perhgdn tersebut masih harus
menunggu turunnya penetapan pegadilan yang berisigarintah perlindungan,
dikhawatirkan prosesnya akan berlangsung lama danaeiseorang anak ini sangat
membutuhkan perlindungan dalam waktu yang cepat.

Pasal 16 :

(1) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetatau menerima laporan
kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib seegeemberikan perlindungan
sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksuda payat (1) dibeikan
paling lama 7 hari sejak korban diterima atau diggmi.

(3) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pembeparindungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib memint@at penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan

Namun didalam pasal ini seharusnya disebutkan adehrih terinci mengenai
perlindungan seorang anak yang harus berhadapgam&ukum dan menjadi saksi atas
perkara kekerasan dalam rumah tangga, yang padygahahak adalah termasuk kedalam
kategori korban secara tidak langsung. Seharusioigdadh undang-undang No.23 Tahun
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumabatangjuga diatur mengenai
perlindungan terhadap anak khususnya untuk men#re#kterangan berkaitan dengan
kekerasan yang menimpa dirinya ataupun yang iaksaksendiri dalam memberikan

kesaksian di dalam persidangan, faktor kerahasiaga penting untuk tetap dijaga.

Upaya ini harus dilakukan karena sering ditemuiapilanak menolak untuk bersaksi



terhadap kekerasan yang secara langsung atauldidggung dialami oleh dirinya, baik
disebabkan perasaan takut atau perasaan malu.

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengaturanatiap seorang anak yang
bersaksi khususnya dalam kaitannya dengan kekededam rumah tangga. Mengingat
hal ini adalah hal yang penting yang perlu diatuna dapat terhapuskannya secara
perlahan-lahan segala bentuk kekerasan yang teigéain lingkup rumah tangga.

4.1.5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebadah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus ct@eijuangan bangsa, yang memiliki
peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat lkhhusnemerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuharpdatembangan fisik, mental, dan
sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimhharigk melaksanakan pembinaan dan
memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukdwmgan, baik yang menyangkut
kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih malata memadai, oleh karena itu
ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan &@k perlu dilakukan secara
khusus.

Kenakalan anak sering disebut sebagai “juvenileng@ency” yang diartikan
anak cacat sosial. Romli Antasasmita mengatakandatelinquency adalah suatu
tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seooéetyseorang anak yang dianggap
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum bemaku disuatu Negara dan yang
oleh masyarakat itu sendiri dirasaka serta ditedsiisebagai perbuatan yang terc&la.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan Negdrarh Peraturan hukum yang

diciptakan memberikan faedah apabila ada peragdag berdiri kokoh dan bebas dari

34 Romli Antasasmita, him. 23.



pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi danakmkukepada kaedah-kaedah
hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan yrarathukum lainnya. Peradilan
juga merupakan instansi yang yang merupakan tesapajp orang mencari keadilan dan
menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hakedeaiikannya menurut hukum.

Peradilan anak bertujuan memberikan yang palintkk leagi anak, tanpa
mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegakngdil&e Implikasinya adalah
harmonisasi hukum dan pembangunan sumber daya mmadudidang penanganan
hukum anak. Meskipun telah mempunyai berbagai grgaerundang-undangan yang
mencoba membantu untuk merealisasikan kebutuhdhq aamangat dan implementasi
dari produk-produk tersebut kurang sejalan denganvénsi hak anak. Salah satu
masalahnya adalah kurangnya sumber daya manug@atigekim anak, penuntut umum
anak, penyidik anak, ahli-ahli kriminologi anak,kpga sosial yang membantu balai
pemasyarakatan. Perbaikan di sektor ini akan sameggdr manfaatnya dalam menjaga
mutu implementasi hak-hak anak dan mencegah anmké&rifgk dengan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, termasukiadg-undang No.3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada prinsipmaniliki tujuan :@ 1)
perlindungan atas harkat dan martabat manusia aigka atau terdakwa), 2)
perlindungan atas kepentingan hukum dan pemeriB@jakodifikasi dan unifikasi secara
pidana, 4) mencapai kesatuan sikap dan tindakaatgpanegak hukum, 5) mewujudkan
acara pidana yang sesuai dengan pancasila dan G481

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tidak mesata pasalpun mengenai

bentuk perlindungan anak yang menjadi saksi khysugpada kasus kekerasan dalam

% Romli Antasasmita, Sistem Peradilan Pidana Preijigistensialisme dan Abolisionisme, Jakarta,
Binacipta, 1996, him 11.



rumah tangga. Di dalam undang-undang ini memuatgerai perkara anak nakal,

masalah terhadap penahanan anak kemudian sidakgl@amanak yang melakuan tindak
pidana, disini anak sebagai tersangka maupun teralaKidak dimuat satu pasalpun

secara khusus yang mengatur mengenai perlindundamhterhadap seorang anak yang
menjadi saksi di dalam persidangan.

4.1.6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang K esejahteraan Anak

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirdisedari berbagai macam
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisibsial dalam berbagai bidang
kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu ol@mg lain yang melindungi
dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususdgtm pelaksanaan kesejahteraan
anak.

Dalam Undang-undang ini menyebutkan Anak adalaemang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belimap kawin. Di dalam pasal 1
yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalahtatetkehidupan dan penghidupan
anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkerabhayg dengan wajar, baik
secara rohani, jasmani maupun sosial. Agar sehiag mampu memikul tanggungjawab
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan ydongsdeasnya untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmampun sosial.

Pasal 2

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan,hasudan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganyapuwaudi dalam asuhan khusus
untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkammpuan dan kehidupan
sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribaddangsa, untuk menjadi
warganegara yang baik dan berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidunga@k semasa dalam kandungan
maupun sesudah dilahirkan.



(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap linglamghidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan peskeannya dengan wajar.

Perlindungan hak-hak anak pada hakekatnya menyarngkgsung pengaturan
dalam perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha kdgmatan yang menjamin
terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tdidasarkan atas pertimbangan
bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan ela@ndent, disamping karena
adanya golongan anak-anak yang mengalami hambagteim dpertumbuhan dan
perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial

Anak adalah merupakan bagian dari generasi mudanganpakan sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus dcitadeit perjuangan bangsa, yang
memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri ddfat yang khusus, memerlukan
pembinaan dan perlindungan rangka menjamin kesegdrt anak dalam pertumbuhan
dan perkembangan fisik, mental dan sosila secara, $erasi, selaras dan seimbang.
Maka dari itu perlu berbagai usaha baik dari pihesyarakat maupun Negara dalam
menjamin upaya memperjuagkan kesejahteraan anaken&abahwasannya untuk
melaksanakan pembinaan dan memberikan terhadap dipstlukan dukungan baik
yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukamg lebih mantap dan
memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai pamygéeaan kesejahteraan anak perlu
dilakukan secara khusus, maupun bentuk perlindutegandap anak secara yuridis.

Secara yuridis dalam pasal tersebut perlu diatengenai bentuk hak dan
perlindungan anak yang menjadi saksi di dalam grgsgadilan pidana yang mampu
memberikan perlindungan terhadap hak-hak anakpseédindungan terhadap hak-hak
anak merupakan tonggak utama dalam Negara hukumuBgerlindungan anak yang

menjadi saksi berkaitan erat pula dengan bentulileg karena dalam proses pidana



rasa keadilan para penegak hukum yang menangaki sefegai saksi dirasa sangat
penting.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsmagpun secara tidak
langsung. Secara langsung maksudnya kegiatanngsuiag ditujukan kepada anak yang
menjadi sasaran penanganan langsung. Perlindunmgdnsacara tidak langsung yaitu,
kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anakpiteieang lain yang melakukan atau
terlibat dalam usaha perlindungan anak khususnyk s@ang terlibat dalam sistim

peradilan pidana.



4.2 PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI
SAKSI DALAM KASUSKDRT

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akanruskae cita-cita luhur
bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mengd&n sebagai sumber harapan
bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatiaas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasrdani sosial. Perlindungan anak
merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan na&syagdalam berbagai kedudukan
dan peranan, yang menyadari betul pentingnya aagkrusa dan bangsa di kemudian
hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisikpma mental dan sosialnya, maka
tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukéuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hakelaajibannya demi perkembangan
dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, hedtan sosial. Terutama apabila
seoranga anak tersebut menjadi saksi dalam kagesasan yang terjadi dalam lingkup
rumah tangga. Perlindungan anak yang menjadi sésim persidangan merupakan
perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyardkagan demikian perlindungan
anak yang menjadi saksi patut diusahakan dalatvagar bidang kehidupan bernegara
dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak yaegjadi saksi dalam kasus
peradilan pidana membawa akibat hukum, baik dalaitaiknya dengan hukum tertulis
maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jamibagi kegiatan perlindungan
anak.Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusattian
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kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mengeEgeyelewengan yang membawa
akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanperlindungan anaR.

Menyadari betul bahwa begitu pentingnya perlindungaak yang menjadi saksi
atas kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah damgdsa, perlu upaya sedemikian
rupa untuk memberikan perlindungan kepada seorawadx gang bersaksi di dalam
persidangan atas kasus tersebut, karena dalamiladak belumlah dewasa dan matang
secara umur, dan anak begitu rentan. Maka demiypatdan adanya keadilan dalam
suatu negara perlu diatur secara khusus mengam@ndo@gan kepada anak yang
bersaksi di dalam persidangan dengan memperhatiéikihak seorang anak. Anak itu
modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsakelaarga, untuk itu hak-haknya
harus dilindungi.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secarab@ran dan memperhatikan
dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak démdiri, sehingga usaha
perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negd&#rlindungan anak dilaksanakan
rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang en@ntkan suatu usaha yang efektif
dan efisien. Usaha perlindungan yang diberikan atdap anak tidak boleh
mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas, daml-hal lain yang menyebabkan
ketergantungan kepada orang lain dan berperilakueikendali, sehingga anak tidak
memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hakyhaldan melaksanakan

kewajiban-kewajibannya.

% Arif Gosita. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi HakArekk". Era HukumJurnal limiah
llImu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukunaimanagara. Jakarta, 1999, him. 264-265



1)

2)

3)

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:
DasarFilosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidangduqedm
keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangmaa dasar filosofis
pelaksanaan perlindungan anak.
Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai denigan peofesi
yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpaatam pelaksanaan
kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelakspedindungan anak.
DasarYuridis, pelaksanaan perlindungan anak hadasarkan pada UUD 1945
dan berbagai peraturan perundang-undangan lainagyg perlaku. Penerapan
dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitunggapan terpadu menyangkut
peraturan perundang-undangan dari berbagai bidakghyang berkaitafY.

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapaamg gerlu mendapat

perhatian, yaitu:

1)

2)

Luas lingkup perlindungan:

a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sagd@angan, pemukiman,
pendidikan, kesehatan, hukum.

b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer skkunder yang
berakibat pada prioritas pemenuhannya.

Jaminan pelaksanaan perlindungan:

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal @etdujaminan terhadap
pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dajgatahui, dirasakan oleh

pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindamg

37 \bid, lihat him 266-267.



b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peaattertulis baik dalam
bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yaoghpsannya sederhana
tetapi dapat dipertanggunjawabkan serta diseb&dnasecara merata dalam
masyarakat.

c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi daessdi Indonesia tanpa
mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukaNedara lain, yang
patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yangjr®

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhit yatera lain: merupakan

pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahtemanharus mempunyai landasan
filsafat, etika, dan hukum; secara rasional pgsitapat dipertanggungjawabkan;
bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakapegieif kepentingan yang diatur,
bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidakifat aksidental dan komplimenter,
tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempueyaana operasional, memperhatikan
unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keagldag restoratif (bersifat
pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempat@mgomencari keuntungan
pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk &eifipasi sesuai situasi dan
kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengemak amanusia; berwawasan
permasalahaproblem orientedpan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor
kriminogen; tidak merupakan faktor viktimog&h.

Perlakuan anak sebagai saksi dan atau korbarktpmdana yaitu :

1. Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksatdu korban dipersidangan agar

JPU memperhatikan situasi dan kondisi korban.

3 Lihat Arif Gosita Op.cit.,lihat him. 4-6.
% |bid., him. 265-266.



2. Meminta kepada orang tua atau wali yang dip@icagak untuk mendampingi anak
saat memberikan keterangan dipersidangan.

3. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lemlpeglindungan saksi dan korban
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk manjaerpenuhnya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan Hisipasi secara optimalsesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta panoerlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesaagy berkualitas, berakhlak mulia
dan sejahtera (pasal3), di dalam perlindungan engandung aspek penting yaitu :

1. terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
2. terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
3. perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminas
4. terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlakarddn sejahtera
Perlindungan Anak yang menjadi saksi dalam kasuerkean dalam rumah
tangga ini berhubungan dengan beberapa hal yahgrpendapat perhatian, yaitu:
3) Luas lingkup perlindungan:

d. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sagd@angan, pemukiman,

pendidikan, kesehatan, hukum.

e. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

f. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer siEkunder yang

berakibat pada prioritas pemenuhannya.

4) Jaminan pelaksanaan perlindungan:



d. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal @etdujaminan terhadap
pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang daiatahui, dirasakan oleh
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindamg

e. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peaattertulis baik dalam
bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yangipsannya sederhana
tetapi dapat dipertanggunjawabkan serta diseb&dnasecara merata dalam
masyarakat.

f. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi daassii Indonesia tanpa
mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukaNedara lain, yang
patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yangj°

Dalam proses peradilan pidana hak-hak, kewajibata deenyamanan seorang
anak harus dilindungi , dikarenakan :

a. secara psikis seorang anak pasti merasa tettakama hal tersebut menyangkut kedua
orang tuanya dan anak merasa takut ketika akanajkan di muka persidangan dengan
hadirnya banyak orang.

Ketika seorang anak yang melihat, mendengar batmengalami sendiri kejadian
kekerasan yang dilakukan seorang terdakwa yanigitaladalah ayahnya sendiri. Seperti
misalnya menjambak, menendang, meludahi ibunyalalansebagainya, seorang anak
yang hanya dengan melihat saja sudah pasti meadekinan secara psikisnya. Seorang
anak pasti mengalami ketakutan yang mendalam, gips¢@rang anak tersebut harus

memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Sg@iagk bahkan tidak tahu harus

40 Arif Grosita, lihat him 4-6.



melakukan hal seperti apa karena dia akan takwvdéleterangan yang akan dia berikan
akan meberikan dampak yang buruk bagi ayah daryeyuerutama bagi keluarganya.
b. seorang anak merasa tidak nyaman karena korlaaipun tersangka adalah orang
terdekat

Seorang anak yang mengalami permasalahan bahk#éwmkh@enolakan terhadap
orangtua akan bereaksi terhadap timbulnya rasgieesgang tidak menentu, rasa tidak
berdaya dan ketakutan. Tentunya seorang anak kdirkantai keterangan mengenai
bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, makaehsebut akan menimbulkan
perasaan tidak nyaman, karena korban adalah ibsagdiri, dan tersangka adalah
ayahnya sendiri. Seorang anak takut bahwa ia alapikr lebih jauh mengenai
bagaimana kondisi ayah dan ibunya setelah itu. iéayang terpenting adalah orangtua
sangat berperan sekali didalam mengembangkan kaddn pertumbuhan anak
c. karena seorang anak tersebut belum dewasa, ssmkakali ia merasa keberatan
ketika harus diminta menjadi saksi dalam persidanga

Di dalam persidangan sudah tentu terdapat seotaigm, jaksa beserta
perangkat-perangkat yang lain, dengan mengenakamamayang tidak biasa dan tidak
pernah diketahui oleh seorang anak sebelumnya.téiaébut dapat dipastikan akan
memberikan dampak bagi seorang anak berupa rasadak cemas, sehingga seringkali
seorang anak tersebut merasa keberatan ketika haeoserikan keterangan dalam
persidangan. Maka dalam hal ini anak harus sudafajamya diberikan perlindungan
yang cukup jelas agar hak-hak anak dapat terwwgndah baik.
d. Anak mengalami ketakutan karena apa yang i&dean apa yang ia katakan dapat

memberatkan dan dapat mengakibatkan perceraiaadtgrtkedua orangtuanya tersebut.



Setiap anak pasti menginginkan keharmonisan dam kestuhan kasih sayang
terhadap kedua orangtuanya. Seorang anak yangakaltkn dan sedang dimintai
keterangannya mengenai kronologi kejadian, bagaméentuk perlakuan yang
dilakukan oleh ayahnya sendiri yang sudah pastinya¢aannya tersebut dapat
memberatkan tersangka yang tak lain adalah oramggugendiri. Maka dalam hal
tersebut dapat menimbulkan keresahan pada dirasganak, apakah dengan apa yang
ia berikan dan katakan akan membuat kedua orangiuaerpisah. Tentunya tidak ada
seorang anakpun yang menghendaki perpisahan diaakémlua orangtuanya, maka
semua hal tersebut diatas harus dapat di antisgzasidiberikan bentuk perlindungan
yang tegas dan nyata.

Pihak dari kepolisian telah memberikan perlindumtgahadap seorang anak yang

menjadi saksi atas perkara kasus kekerasan dafaahrtangga yaitu berup# :

1. Perlindungan sementara diberikan dalam waktul ja@ terhitung sejak mengetahui
atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalamhuangga.
2. Meberikan perlindungan dalam bentuk pelayanasetkatan berdasarkan pasal 21
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapkiskerasan dalam rumah
tangga, tenaga kesehatan harus :

= Memeriksa kesehatan anak dan korban sesuai detegatas profesinya.

= Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadegk tersebut dan visum et

repertum atas permintaan penyidik kepolisian, ataat keterangan medis yang

memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alati bukt

“1 Untuk mendukung bahan penulisan skripsi ini, pemklakukan sedikit wawancara dengan pihak ketua
Kanit PPA Plresta Malang lbu Mei Suryaningsih, KANPPA, 27 Desember 2011



3. Memberikan perlindungan dengan melakukan kamgelintuk menguatkan dan
memberikan rasa aman mengingat seorang anak yamgadnesaksi tersebut pasti
merasakan tertekan dan menderita secara psikis.

4. Selama proses pemeriksaan maupun dalam peraimas@prang anak didampingi oleh
wali atau kerabat terdekatnya yang dapat memberdsamnyaman.

5. Jika keadaan seorang anak tidak memungkinkaok udimintai keterangan atas
kesaksiannya dapat digunakan saksi lain yang jueyayatahui kejadian tersebut.

6. Apabila seorang anak tetap tidak memungkinkamdisinya untuk dimintai
kesaksiannya, tetapi mengingat tidak ada saksir@aka akan diberikan berita acara
sumpah.

7. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam membarikyanan kepada seorang anak
yang menjadi saksi atas kasus tersebut dengan gdgaiisian, dinas sosial, lembaga
sosial yang dibutuhkan.

Pada dasarnya pihak kepolisian telah memberikaingengan terhadap anak
yang menjadi saksi dalam kasus kekerasan dalamhraamgga (KDRT), tetapi hanya
sebatas itu saja, dikarenakan belum adanya bemi@tupan perundang-undangan yang
mengatur mengenai bagaimana dan seperti apa pergad yang harus diberikan kepada
seorang anak yang menjadi saksi atas kasus KDRSEhigr mengingat seorang anak
sangat rentan dan berbeda dengan orang dewasa.

Langkah ini penting untuk dilakukan guna menghikda adanya upaya dari
pihak-pihak tertentu yang berupaya mengintimidasaua menghentikan proses

pemeriksaan tanpa alasan yang jelas.



Pada saat seorang anak yang bersaksi akan mearbdwkerangan, tentunya
harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutaeliesidari rasa takut sebelum, pada
saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminapeiming untuk diberikan guna
memastikan bahwa keterangan yang akan diberika@ardmmar murni bukan hasil
rekayasa apalagi hasil tekanan (pressure) dark{ulneak tertentu.

Namun bentuk perlindungan yang diberikan hanyatsshtu karena dalam sistim
peradilan pidana saksi anak belum dilindungi secar@ksimal dengan sejumlah
peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHABpumaKUHP yang kedudukan
saksi anak belum mendapat perhatian maksimal kadeiem undang-undang diatas
tersebut hampir dalam pasal KUHAP maupun belumsatia pasalpun yang mengatur
secara khusus mengenai perlindungan saksi danrkddrahampir setiap pasal yang ada
dalam KUHAP maupun KUHP hak saksi selalu disisiptangan hak korban dan belum

diatur secara rinci mengenai pengaturan saksi émalkendiri.

Tidak adanya keseimbangan hak antara saksi desegaang tersangka/terdakwa
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan is&p#HAP, membawa pengaruh
dalam mengimplementasikan hak-hak saksi anakehsghutlah yang menjadi persoalan
dalam sitem peradilan pidana, sehingga dibutuhletenkuan khusus yang mengatur

mengenai hak-hak saksi anak.



BABV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kesimpulan yang di dapat dari penulisan skripsiyaitu bahwa di dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undangqumndaukum acara pidana,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PerligalunSaksi dan Korban,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerligaluirAnak, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekeradam dRumah Tangga, Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anaklabg-Undang Nomor 4 Tahun
1979 Tentang Kesejahteraan Anak, di dalamnya stelatapat beberapa pasal yang
memuat mengenai bentuk perlindungan tetapi hanyauatebentuk perlindungan secara
umum saja, tidak diatur secara kusus mengenai b@atindungan anak yang menjadi

saksi di dalam persidangan khususnya dalam kaesdsan dalam rumah tangga.

2. Bahwa anak yang menjadi saksi dalam kasus kekerdalam rumah tangga perlu
mendapat perlindungan hukum karena selain analemian dan belum dewasa, seorang
anak secara psikis pasti merasa tertekan selaandk pasti mengalami ketakutan maka
dari itu mereka tentunya harus dibedakan segaltubeerlindungannya dengan saksi

dewasa.

Saran
1. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi darb& adalah merupakan
hal yang baru dalam sitem peradilan pidana di led@n yang mengedepankan

perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal beriséentu banyak hal yang masih



kurang, wajarlah kiranya Undang-undang tersebutjadersebuah bahan analisis, akan
tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukumadeajau sia-sia begitu saja.

2. Dengan minimnya komponen hukum maupun mengpaadanaan dalam
penegakkan perlindungan saksi, khususnya saksi laattaknya tidak menjadi hukum
itu lemah dan tidak efektif, demikian halnya pemtih sebagai penegak hukum
hendaknya dapat memberikan suatu bentuk pengatyaag secara tegas mengatur
bentuk perlindungan anak yang menjadi saksi dindafasus kekerasan dalam rumh
tangga (KDRT), dan peraturan tersebut harus difedsan selama tidak melanggar

aturan hukum yang berlaku.
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